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ABSTRAK 
Skripsi ini membahas mengenai Kebijakan Pemerintah dan Penanganan 
Kemiskinan (Studi Tentang Implementasi Program Beras Miskin (Raskin) Di 
Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 
2014). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian 
yang menggambarkan data dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati.  
Pokok-pokok permasalahan dalam skirpsi ini yaitu bagaimana 
implementasi program beras miskin (Raskin) Di Kelurahan Romang Polong 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan apakah faktor pendukung dan 
penghambat  dalam implementasi program beras miskin (Raskin) Di Kelurahan 
Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Teori yang digunakan 
dalam menguraikan masalah tersebut adalah teori implementasi kebijakan dan 
negara kesejahteraan, yang merupakan metode dan konsep-konsep tentang 
pemerintahan yang baik. 
Hasil penelitian menggambarkan implementasi Program Beras untuk 
Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu 
Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Adapun 
permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program Beras untuk rakyat 
miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong adalah sebagai berikut: Penetapan 
Daftar nama-nama RTS (Rumah Tangga Sasaran) Raskin yang tidak sesuai, 
Kurangnya koordinasi antara pihak penyelengara pelaksanan distribusi beras 
Raskin, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang terhadap proses 
penyaluran Raskin, seperti 6 T  (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat harga, Tepat 
waktu, Tepat kualitas,dan Tepat administrasi). Sebagai patokan keberhasilan 
pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu Pembagian beras tidak tepat 
waktu dikarenakan struktur birokrasi yang terlalu panjang, dan rumit, serta mutu 
beras yang rendah akibat kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar 
mutu beras yang kemudian di distribusikan ke masyarakat.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Beras Miskin (Raskin) dan Romang 
Polong 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang 
Beras miskin (Raskin) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras 
yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari 
pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan 
sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program Raskin diukur 
berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6 T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, 
tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi.  
Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah 
Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok 
dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain 
itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga melalui 
penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah 
ditentukan.
1 
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 
memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, 
kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 
pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata 
pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
2
 Program beras untuk 
keluarga miskin adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi 
                                                 
 
1
KEMENKOKESRA, 2014, Pedoman Umum Raskin 2014, Jakarta.
 
2
 Panduan umum BPS Kabupaten Gowa. 
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kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan 
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh 
kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. 
Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini 
secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi 
moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang 
telah mapan, dll.
3
 
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya 
mencakup:
4
 
1. Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan 
sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan 
dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan 
pelayanan dasar. 
2. Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, 
ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan 
sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup 
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang 
ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua 
gambaran yang lainnya. 
                                                 
3
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan_indonesia, diakses tanggal 10, September 2015 
pukul: 20.00 WITA. 
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3. Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. 
Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian 
politik dan ekonomi di seluruh dunia. Gambaran tentang ini dapat diatasi 
dengan mencari objek penghasilan di luar profesi secara halal. 
Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang. 
 Program Raskin merupakan salah satu program pemerintah pusat dalam 
upaya percepatan penanggulangan kemiskinan (UU No.15 Tahun 2010). 
Sasarannya adalah berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) 
dalam memenuhi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi. 
Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS melalui 
pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Beberapa manfaat yang diharapkan 
adalah antara lain stabilisasi harga beras di pasar, membuka akses beras dengan 
harga terjangkau dalam upaya ketahanan pangan Rumah Tangga Sasaran ( RTS ).
5 
Program pemerintah untuk memerankan fungsi sejati negara terhadap 
keamanan pangan rakyatnya. Program ini berupaya memenuhi ketersediaan 
pangan rakyat sehingga tidak ada lagi rakyat yang kelaparan akibat kurangnya 
akses pangan. Tindakan semacam ini menjadi penting ditengah usaha 
pemerintahan SBY saat itu dalam menekan angka kemiskinan yang sudah tercipta 
pada pemerintahan sebelumnya. 
Pada tahun 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 
27,7 juta jiwa. Kondisi ini mengindikasikan jumlah rakyat yang rentan terkena 
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krisis pangan cukup besar, khususnya bagi rakyat miskin. Disinilah dibutuhkan 
usaha keras pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan dengan 
melindungi keamanan pangan mereka. 
Sebagaimana dijelaskan pemerintah melalui kementerian koordinator 
kesejahteraan rakyat, pada tahun 2014 pemerintah sudah menyalurkan dana 
subsidi Raskin sekitar Rp 17,19 triliun. Subsidi tersebut diberikan untuk Rumah 
Tangga Sederhana (RTS). Dari keseluruhan tersebut, ditaksir sudah direalisasikan 
oleh pemerintah sekitar 94,65 persen.
6
 
Dharma Setyawan Salam, menegaskan bahwa di samping kualitas 
intelektual penyelenggara (birokrat), efektivitas penyelenggaraan negara terutama 
pelayanan kepada masyarakat juga sangat ditentukan oleh sistem manajemen 
pemerintahan. Penyelenggara negara yang baik dan memiliki pengetahuan dan 
keterampilan yang memadai, jiwa profesional dan kewirausahaan tinggi, tidak 
akan mampu berbuat banyak manakala sistem manajemen pemerintahannya 
bobrok.
7
 Jadi, tolok ukur keberhasilan pemerintahan suatu negara dapat dilihat 
dari manajemen birokrasinya atau dengan kata lain manajemen kepegawaian dari 
pemerintahannya. 
Sebab dari itu pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam 
penanganan kemiskinan untuk mensejahterahkan rakyatnya. Karena jabatan 
pemerintah adalah amanah, dalam Islam juga ditegaskan  firman Allah SWT. (QS. 
Al „Anfal: 27) 
                                                 
6
KEMENKOKESRA. 2014. Pedoman Umum RASKIN 2014. Jakarta. 
7
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َاهَُّيأَٰٓ  َي  َهيِذَّلٱ  ْاُىوىَُخت َلَ ْاُىىَماَء َ َّللّٱ  َو َلىُس َّرلٱ  ُۡمتَوأَو ۡمُِكت  َى  ََمأ ْا َُٰٓىوىَُختَو
 َنىَُملَۡعت٧٢  
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 
Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 
yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. 
 
Penjelasan ayat di atas menunjukkan seorang pemimpin harus bertanggung 
jawab dan adil atas kekuasaannya terhadap amanah yang diberikan kepada 
masyarakat. Dan pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT 
kelak nanti. 
Untuk membantu kecukupan pangan dan mengurangi biaya masyarakat 
miskin, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan program subsidi beras yang 
disebut Raskin. Program ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program 
operasi pasar yang dilaksanakan oleh BULOG pertengahan 1998. Dalam program 
RASKIN, masyarakat miskin dapat membeli paket beras sebanyak 15 kg dengan 
harga subsidi sebesar Rp. 1.600,‐ per kilo.8 
Sementara harga beras di pasaran berkisar Rp. 5.500,‐ per kilo. Ini berarti, 
pemerintah memberikan subsidi sekitar Rp. 58.000,‐ perbulan untuk setiap rumah 
tangga yang terkategori miskin. Sehingga dana subsidi program Raskin untuk 
tahun 2012 yang dialokasikan Pemerintah mencapai Rp. 15,6 trilyun bagi sekitar 
1,65 juta warga miskin. Sesudah lebih dari 10 tahun berjalan, maka dari sejumlah 
studi menunjukan adanya sejumlah kelemahan yang signifikan. Misal saja ; 
ketepatan dalam menetapkan warga miskin. Karenanya, pemerintah melakukan 
                                                 
8 TNP2K, Laporan kegiatan pelaksanaan dan hasil monitoring dan evaluasi putaran I & II 
program raskin, 2013, hal 10 
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perubahan dalam pelaksanaan program Raskin terutama agar rumah tangga miskin 
terjamin betul sebagai penerima subsidi ini.
9 
Akurasi penetapan rumah tangga miskin sebagai penerima manfaat 
menjadi sangat penting mengingat dalam program selama ini mereka hanya 
menerima beras raskin sedikit dan sebaliknya jumlah rumah tangga bukan miskin 
mendapatkan lebih. Banyak warga miskin yang tidak mengetahui bahwa mereka 
seharusnya mendapat subsidi beras murah dalam jumlah dan harga yang telah 
ditetapkan oleh program. 
Fenomena diatas terjadi juga di Kabupaten Gowa, terdapat pembagian 
beras miskin (Raskin) yang tidak merata kepada masyarakat miskin. Dari 
observasi awal di lapangan pada Kelurahan Romang Polong banyak masyarakat 
yang seharusnya mendapatkan  beras miskin malah tidak mendapatkan beras 
miskin begitu juga sebaliknya beberapa masyarakat yang mampu malah 
mendapatkan beras miskin. 
Pemerintah setempat harusnya lebih memperhatikan masyarakat miskin 
yang ada di Kelurahan Romang Polong, di mana sebagian penduduknya masih 
perlu mendapat perhatian baik dari segi ekonomi dan kebutuhan pokok lainnya. 
Berdasarkan kondisi diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana 
proses implementasi program Beras miskin (Raskin) di Kabupaten Gowa, dengan 
menfokuskan pada lokasi penelitian di Kelurahan Romang Polong Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa. 
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2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti merumuskan 
masalah yakni: 
1. Bagaimana implementasi program beras miskin (Raskin) Di Kel. Romang 
Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa? 
2. Apakah Faktor pendukung dan penghambat  dalam implementasi program 
beras miskin (Raskin) Di Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. 
Gowa? 
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi program beras miskin (Raskin) Di 
Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 
penghambat dalam implementasi program beras miskin (Raskin)  Di 
Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa. 
2. Manfaat Penelitian 
1. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi 
pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. 
2. Agar bisa menjadi bahan pendidikan politik bagi masyarakat luas 
tentang kebijakan pemerintah. 
 
4. Tinjauan Pustaka 
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1. Penelitian yang dilakukan oleh  Rini Andrida yang berjudul: “Analisis 
kepuasan rumah tangga penerima manfaat raskin di DKI Jakarta”, pada 
tahun 2011.
10
 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan rumah tangga 
penerima manfaat Raskin (RTS) terhadap program Raskin dan menentukan 
kesenjangan antara harapan RTS dengan kinerja program Raskin untuk setiap 
antribut kepuasan. Data primer diperoleh dari 125 responden penerima manfaat 
Raskin melalui kuesioner dan wawancara. Penentuan Raskin secara non 
propability sampling. Tujuan penelitian adalah untuk: 1. Menganalisis tingkat 
kepuasan pelaksanaan Raskin di DKI Jakarta, 2. Menganalisis tingkat kinerja dan 
harapan RTS terhadap pelaksanaan program Raskin dan kesenjangan (Gap) 
diantara keduanya selama ini, 3. Merumuskan strategi peningkatan kepuasan RTS 
terhadap program Raskin. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kinerja dan 
harapan RTS terhadap semua variabel indikator umumnya berada di bawah nilai 
harapan RTS. Dimensi yang membentuk kualitas pelayanan program Raskin 
terdiri dari dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empaty. 
Dari analisis kesenjangan (Gap) antara kinerja dan harapan, ditemukan lima 
variable indikator yang mempunyai kinerja lebih tinggi dari harapan RTS dan satu 
variable indikator bernilai sama dengan harapan. Untuk meningkatkan efektivitas 
Raskin, pemeringkatan indikator prioritas yang paling urgent untuk segera di 
tindaklanjuti sebagai strategi peningkatan pelayanan program Raskin. 
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 Jurnal Manajemen Dan Agribisnis, Vol. 8 No. 1 Maret 2011. 
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Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, Rini Andrida mengkaji 
tentang mengetahui tingkat kepuasan rumah tangga penerima manfaat Raskin 
(RTS) terhadap program Raskin dan menentukan kesenjangan antara harapan RTS 
dengan kinerja program Raskin untuk setiap antribut kepuasan. sedangkan 
penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi beras miskin yang 
dilakukan pemerintah kepada masyarakat serta apa faktor pendukung dan 
pengkambat dalam implementasi beras miskin khususnya di Kelurahan Romang 
Polong. 
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asrul Nurdin yang berjudul: “Implementasi 
Kebijakan Pemerintah Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 
2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan 
Pengamen”, pada tahun 2013.11 
Dari hasil pengamatan dan pembahasan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 
2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai bentuk pembinaan anak 
jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota Makssar, serta faktor-faktor 
yang memepengaruhi proses pelaksanaan peraturan daerah no tahun 2008. Tipe 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu 
memberikan gambaran atau penjelasan tentang prosedur perolehan data penelitian 
kualitatif, data diperoleh dari wawancara, observasi,dan arsip. Hasil-hasil 
penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti dianalisis secara 
                                                 
11
 Asrul Nurdin, Implementasi Kebijakan Pemerintah Peraturan Daerah Kota Makassar No 
2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen, 
skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar 2013. 
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kualitatif melalui reduksi data yang sesuai dengan hal-hal pokok pada fokus 
penelitian dan mengkerucut pada permasalahan utama yang ingin dijawab pada 
penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengimplementasian 
peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar, pemerintah kota Makassar 
telah melakukan beberpa program pembinaan berupa pembinaan pencegahan, 
pembinaan lanjutan, dan usaha rehabilitasi sesuai dengan arah pembinaan yang 
tertuang pada peraturan daerah no 2 tahun 2008 di kota Makassar.selanjutnya 
melakukan pemberdayaan kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan 
pengamen. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya baik itu sifatnya 
mendukung maupun sifatnya penghambat dimana faktor pendukung terdiri atas 
(1) tersedianya regulasi sebagai dasar hukum dalam meminimalisir jumlah anak 
jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, (2) Terjalinnya kerjasama antara 
pemerintah daerah dan perusahaan swasta, (3) Tersedianya sumber daya yang 
memadai untuk membina anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen, 
(4) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung program pembinaanaan 
dan (5) anggaran yang memadai. Sedangkan faktor penghambat terdiri dari (1) 
modernisasi, industrialisasi, urbanisasi (2) kemiskinan, (3) kondisi sosial, (4) 
perubahan sosial, Dari semuanya fakta yang terjadi tersebut sehingga penulis 
mengatakan bahwa penerapan peraturan ini tidak cukup optimal sebagaimana 
yang diharapkan selama ini. 
Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dimana Asrul Nurdin 
mengkaji bagaimana mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan Peraturan 
Daerah No 2 Tahun 2008 Daerah Kota Makassar yang membahas mengenai 
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bentuk pembinaan anak jalanan, gelandagan, pengemis, dan pengamen di kota 
Makssar, serta faktor-faktor yang memepengaruhi proses pelaksanaan peraturan 
daerah no tahun 2008. Sedangkan penelitian ini bukan hanya implementasi dan 
faktor pendukung dan penghambat saja, tetapi bagaimana pemerintah bisa lebih 
menganalisis keluhan masyarakat penerima beras miskin untuk mengetahui apa-
apa saja yang bisa dibenahi dari kekurangan dalam pelaksanaan program ini 
sehingga bisa berjalan dengan baik.  
3. Prosiding Seminar yang dibawakan oleh Didi Rukmana Dkk yang 
berjudul: “Kajian Pelaksanaan Dan Pengembangan Program RASKIN Di 
Provinsi Sulawesi Selatan” Tahun 2014.12 
Makalah ini membahas mengenai kondisi Program Raskin terkini 
(penetapan RTS, proses pendistribusian raskin, peran Pemda), mengetahui faktor 
pendukung dan kendala peningkatan efektivitas Program Raskin, mengkaji 
manfaat dan kerugian perubahan raskin dari distribusi beras menjadi sistem 
bantuan tunai melalui e-money, merumuskan langkah-langkah strategis untuk 
membangun dan memperkokoh pelaksanaan Raskin dalam rangka mewujudkan 
kedaulatan Pangan. 
Penelitian di atas berbeda dengan penelitian ini, dimana Didi Rukmana 
Dkk mengkaji manfaat dan kerugian perubahan raskin dari distribusi beras 
menjadi sistem bantuan tunai melalui e-money, merumuskan langkah-langkah 
strategis untuk membangun dan memperkokoh pelaksanaan Raskin dalam rangka 
mewujudkan kedaulatan Pangan. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang 
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 Didi Rukmana Dkk, Kajian Pelaksanaan Dan Pengembangan Program RASKIN Di 
Provinsi Sulawesi Selatan. Prosiding Seminar, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin,  2014 
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pelaksanaan Program Raskin pada tahun 2014, mengidentifikasi masalah-masalah 
yang dihadapi dan mencari masukan penyempurnaan pelaksanaan Program 
Raskin selanjutnya. Serta melakukan diskusi dengan Tim Pelaksana distribusi tkt 
Kel/Desa, Wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk RTS,Pengumpulan 
data sekunder tentang distribusi raskin. 
4. Penelitian yang dilakukan oleh  Hary Suryanto yang berjudul: 
“Implementasi program peningkatan kemandirian perempuan pedesaan di 
Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa ”, pada tahun 2011.13 
Penelitian ini dilakukan untuk adanya pelaksanaan program dana SPP ini 
masyarakat dan kelompok-kelompok penerima SPP di Desa Tadisi dan Desa 
Rantekamase ternyata sangat antusias menyambut program SPP (Simpan pinjam 
khusus perempuan) ini, diketahui di Desa Tadisi ada dua kelompok penerima SPP 
dan di Desa Rantekamase ada enam kelompok penerima SPP. Dalam pelaksanaan 
program ini masalah yang dihadapi oleh kelompok - kelompok penerima SPP ini 
adalah penunggakan atau keterlambatan pembayaran/pelunasan iuran bulanan 
dikarenakan pemasukan tiap bulannya tidak dapat diprediksi kemudian banyaknya 
kebutuhan hidup yang harus diprioritaskan oleh tiap-tiap keluarga serta jenis 
usaha yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tempat usaha yang 
tidak strategis. Seiring berjalannya program di Desa Tadisi dan Desa Rantekamase 
ternyata belum pernah sama sekali mendapatkan pelatihan rutin/bulanan padahal 
                                                 
13 Hary Suryanto, Implementasi program peningkatan kemandirian perempuan pedesaan di 
Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, Makassar 2011. 
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pelatihan rutin adalah salah satu bagian dari program SPP yang bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas individu-individu didalam kelompok, sebab tidak 
terlaksananya pelatihan ini adalah keterbatasan dana, sehingga dengan begitu 
peningkatan kapasitas individu-individu didalam kelompok di Desa Tadisi dan 
Desa Rantekamase belum dapat tercapai. 
5. Penelitian yang dilakukan oleh  Nurfahira Syamsir yang berjudul: 
“Implementasi program keluarga harapan (PKH) bidang pendidikan di 
Kecamatan Tamalate Kota Makassar ”, pada tahun 2014.14 
Penelitian ini dilakukan untuk implementasi progam keluarga harapan 
bidang pendidikan maka dapat disimpulkan: 1. implementasi PKH bidang 
pendidikan di Kecamatan Tamalate sudah berjalan dengan baik, karena 
pelaksanaannya selalu dikawal oleh pendamping yang sudah direkrut pemerintah 
pusat, 2. Pendamping selalu melakukan pertemuan kelompok secara rutin. Setiap 
kali pertemuan kelompok, pendamping selalu menanamkan pemahaman mengenai 
PKH dan mengenai pentingnya pendidikan dan kesehatan bagi anak-anak RTSM 
yang dapat meningkatkan kualitas SDM. 3. Pendamping juga selalu melaksanakan 
kegiatan pemukhiran data, verifikasi komitmen dan pembayaran bantuan yang 
dilakukan secara rutin yaitu setiap 3 bulan. 4. Jumlah RTSM peserta PKH di 
Kecamatan Tamalate yaitu 1498 peserta dan jumlah anak yang terdaftar dalam 
layanan pendidikan adalah 2400 anak. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi PKH pendidikan dilihat dari tingkat implemetability 
                                                 
14
 Nurfahira Syamsir, Implementasi program keluarga harapan (PKH) bidang pendidikan 
di Kecamatan Tamalate Kota Makassar, skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas 
Hasanuddin, Makassar 2014. 
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yaitu faktor isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Faktor isi kebijakan masih 
besar pengaruhnya terhadap impementasi kebijakan dikarenakan faktor ini erat 
kaitannya dengan kepentingan implementer sebagai pelaksana kebijakan dan 
kepentingan dari target group. Sedangkan faktor lingkungan kebijakan diatur 
strategi aktor yang menjadi perimbangan yang penting untuk memudahkan 
imlementasi kebikan. Karena ketika faktor ini tidak ada maka yang terjadi justrul 
sebaliknya yaitu resistensi. 
5. Landasan Teori 
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. 
Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep- konsep. Konsep lahir 
dalam pikiran (mind) manusia karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta- fakta 
dapat dipakai sebagai batu loncatan.
15
 Didalam dunia ilmu, teori menempati 
kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat 
merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Dengan 
demikian, memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan 
mensistematisasikan masalah yang dibicarakan. Suatu teori merupakan 
seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu 
pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan 
antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu. 
a. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu 
yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut 
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 Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama,Jakarta, 
2008, hal 43. 
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dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-
undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat 
oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara 
etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh 
Solichin Abdul Wahab adalah: “Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris 
yaitu to implement. Dalam kamus besar Webster, to implement 
(mengimplementasikan) berati to provide the means for carrying out 
(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to 
(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.
16
 
Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab 
bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang 
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu 
sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-
peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.17 
Berdasarkan definisi diatas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan 
untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 
kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan 
pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan 
tujuan yang diinginkan Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk 
mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, 
kelompok ataupun pemerintah.  
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 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi 
Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal 64 
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 Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi 
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Jadi implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah 
kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh 
Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:  
“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan 
alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik 
yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak 
atau tujuan yang diinginkan”.18 
Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan 
kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji 
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk 
atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak 
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. 
Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksana atau penerapan. 
Majone dan Wildavsky, mengemukakan implementasi sebagai evaluasi, Browned 
an Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas 
yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai akktivitas yang 
saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin. Adapun Schubert 
mengemukakan mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa.19 
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Subarsono mengemukakan beberapa teori dari beberapa ahli mengenai 
implementasi kebijakan salah satunya, yaitu: Dalam pandangan Edward III, 
implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :
20
 
a). Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan 
agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang 
menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada 
kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi 
imlpementasi. 
b).  Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara 
jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya 
untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. 
Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya 
kompetensi implementor dan sumber daya financial. 
c).  Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. 
Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor 
tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Menyatakan bahwa sikap dari 
pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara 
pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk 
mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek 
penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif 
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d).  Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam 
organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya 
kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda 
diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga 
menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian 
laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung 
melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi 
tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating 
Procedure (SOP) dan fragmentasi. 
 Menurut William N. dunn implementasi kebijakan akan dilaksanakan 
sesuai dengan policy statement. Karna suatu kebijakan publik akan langsung 
dinilai pada konteks penerapannya. Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat 
dinilai hanya dari policy statement saja, akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah 
policy statement tersebut di implementasikan. Meskipun suatu policy statement 
sangat ideal, akan tetapi dapat saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan 
dalam implementasi. 
 Terkait dengan implementasi kebijakan, paling tidak ada empat elemen 
penting untuk dicermati yakni: siapa pelaksana kebijakan, hakekat dari proses 
administratif, kepatuhan pada kebijakan dan dampak dari implementasinya. 
Keempat tahapan tersebut tentu saja berkaitan dengan aktor yang terlibat atau 
19 
 
bersinggungan dengan proses implementasi kebijakan tersebut baik itu sebagai 
implementornya maupun elemen masyarakat yang menjadi obyek kebijakan.
21
 
 Rangkaian proses untuk melakukan penilaian dari suatu kebijakan tertentu 
baik yang sedang atau telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk meniilai 
apakah suatu kebijakan akan dilanjutkan, dirubah atau dibatalkan. Paing tidak ada 
tiga elemen penting yang dipakai dalam menganalisa kebijakan yakni: pertama, 
siapa yang memperoleh akses terhadap input dan output kebijakan tersebut, kedua 
bagaimana reaksi terhadap kegiatan tersebut dan ketiga bagaimana kebijakan 
dapat merubah perilaku mereka. Kegiatan evaluasi merupakan wewenang dari 
pemerintah, na mun sering kali banyak pihak di luar pemerintah yang melalukan 
evaluasi terhadap suatu kebijakan dengan berbagai alasan atau target yang ingin 
dicapai.
22
 
b. Negara Kesejahteraan 
Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan 
kewenangan negara, sedangkan pemerintahan adalah tugas dan kewenagan itu. 
Gabungan antara tugas dan kewenagan adalah fungsi. Oleh karena itu, tugas dan 
kewenangan negara pemerintah disebut fungsi pemerintah atau fungsi 
pemerintahan.
23
 Negara harus memiliki otoritas atau kekuasaan tertinggi untuk 
membuat dan melaksanakan undang-undang. Otoritas atau kekuasaan tertinggi 
disubut pemerintah (Government). Pemerintah merupakan alat kelengkapan 
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negara,   suatu negara tidak dapat eksis tanpa adanya pemerintah, karena 
pemerintah pada hakekatnya adalah suatu organisasi yang diberikan hak untuk 
melaksankan kekuasaan kedaulatan. Dalam pengertian lebih luas, pemerintah 
adalah sesuatu yang lebih besar dari pada badan menteri-menteri, suatu pengertian 
yang sering dipergunakan di masa sekarang ketika mengacu pada kabinet yang 
ada di inggris sebagai contoh masa kini.
24
 
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah 
organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (agency) dari 
masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan 
manusia dalam masyarakat dan menertipkan gejala-gejala kekuasaan dalam 
masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerja sama, sekaligus suasana 
antogonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu 
wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan 
kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan 
bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana 
kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, 
golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri.
25
 
Ideologi kesejahteraan merupakan sebagai suatu kerangka berfikir atau 
sistem berfikir, pandangan dunia, sistem keyakinan yang mempengaruhi perilaku 
sosial politik individu atau kelompok. Beberapa gerakan sosial masyarakat sipil 
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telah mengambil peran dalam bidang kemanusian, baik didasarkan pada 
kemanusiaan dalam rangka memberi dan menyantuni orang-orang miskin.
26
 
Menurut Plato manusia dan negara memiliki persamaan yang hakiki, oleh 
sebab itu apabila manusia baik negara pun baik dan apabila negara baik itu berarti 
manusia pun baik; sebaliknya apabila manusia buruk negara pun buruk dan 
apabila negara buruk itu berarti manusianya pun buruk. Negara adalah 
pencerminan dari manusia yang menjadi warganya.
27
 
Plato mengatakan bahwa adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang 
beraneka ragam yang tidak dapat terpenuhi dan terpuaskan oleh kekuatan dan 
kemampuan diri sendiri yang kemudian mendorong manusia untuk bersatu dan 
bekerja sama di satu tempat tertentu yang kemudian menjadi suatu negara. Dan 
sebagaimana yang telah di bahas pada pasal sebelumnya, dengan mengatakan 
bahwa negara dibentuk oleh manusia yang memiliki banyak keinginan dan 
kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi apabila manusia bersatu dan bekerja sama 
agar dapat saling mencukupin kekurangannya masing-masing, maka bagi Plato 
negara haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang mewajibkan setiap 
warganya saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, saling 
memperhatikan kebutuhan sesama warga, saling memperdulikan seta saling 
membangun. Dengan demikian jelas terlihat bahwa negara ideal Plato bukanlah 
negara totaliter. 
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Plato juga mengajarkan bahwa tujuan, tugas dan fungsi negara ialah untuk 
kesenangan, kebahagiaan, kesejahteraan manusia yang menjadi warganya. Lebih 
jelas lagi terlihat bahwa negara semata- mata hanyalah alat bagi manusia untuk 
mencapai kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Negara yang 
demikian itu pastilah bukan negara totaliter. Negara ideal Plato yang tidak 
merupakan negara totaliter itu sudah pasti menberi tempat yang wajar bagi 
kebebasan individual.
28
 
Untuk melihat bagaimana dua prinsip berfungsi sebagai sebuah konsepsi 
ekonomi politik, yaitu sebagai standar untuk menilai kebijakan dan rencana-
rencana ekonomi, dan latar belakang institusi-institusinya. Ekonomi kesejahteraan 
seringkali didefinisikan dengan cara-cara sama. Dalam menggunakan nama ini 
karena istilah “kesejahteraan” mengisyarakatkan bahwa konsepsi moral 
didalamnya adalah utilitarian, ungkapan “pilihan social” (social choice) jauh lebih 
baik meskipun dalam konotasinya masih sempit. Sebuah doktrin ekonomi politik 
harus memasukkan tafsiran terhadap kebaikan publik yang berdasar pada konsepsi 
keadilan. Ia juga memandu refleksi-refleksi warga ketika mereka 
mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan tentang kebijakan ekonomi dan social. 
Ia akan mengambil perspektif konvensi konstitusional atau tahap legislatif dan 
memastikan bagaimana penerapan prinsip-prinsip itu tadi. Pendapat sebagai suatu 
keseluruhan dan memunculkan sejumlah kriteria bagi pembagaian yang adil atas 
keuntungan-keuntungan sosial.
29
 
                                                 
28 J.H. RAPAR, Filsafat Politik, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 89-90 
29 John rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 334 
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Adapu dalam perspektif Islam terdapat lima hak dasar manusia yang harus 
dilindungi; pertama, berhubungan dengan integritas dan perkembangan fisik 
(hifzh al-nafs), kedua, akal budi, mental (hifzh al-„aql), ketiga, keyakinan agama 
(hifzh al-din), keempat, kesejahteraan ekonomi (hifzh al-mal) dan kelima, keluarga 
(hifzh al-„irdhl wa al-nasl). Hak-hak ini merupakan sesuatu yang memerlukan 
pemenuhan dan perlindungan sesuia dengan tingkat urgensinya. Pihak yang paling 
berperan untuk mengusahakan pemenuhan tersebut adalah pribadi yang 
bersangkutan, kemudian beralih ketanggungjawab keluarga, masyarakat dan 
negara. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia, negara merupakan 
institusi tumpuan terakhir yang harus memberikan pemenuhan terhadap hak-hak 
dasar warganya, apabila warga bisa menangani sendiri masalah, maka negara 
tidak perlu kehadirannya.
30
 
Isu ketidakadilan merupakan isu aktual yang selalu menarik, karena ia 
berkaitan dengan reaksi manusia dengan dunia materi sebagai penopang 
hidupnya, sengketa antarsesama warga juga muncul karena reaksi manusia dengan 
materi. Oleh sebab itu kebutuhan dasar manusia merupakan prinsip utama yang 
harus diperhatikan oleh pemimpin negara sebagai pemilik otoritas politik, serta 
memberikan rasa aman kepada warganya, Allah berfirman dalam QS Al-Quraisy 
ayat 4: 
 َٰٓيِذَّلٱ  ِِۢفۡىَخ ۡه ِّم ُمَهىَماَءَو ٖعىُج ه ِّم ُمهَمَعَۡطأ٤  
 
                                                 
30 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Propetik, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin 
Makassar, Yogyakarta, 2015, hal 238. 
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Artinya: “yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk 
menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakuatan” (QS Al-
Quraisy [1-4]:4). 
 
Penjelasan ayat di atas bahwa orang Quraisy biasa mengadakan perjalanan 
terutama untuk berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri 
Yaman pada musim dingin. dalam perjalanan itu mereka mendapat jaminan 
keamanan dari penguasa-penguasa dari negeri-negeri yang dilaluinya. Ini adalah 
suatu nikmat yang amat besar dari Tuhan mereka. oleh Karena itu sewajarnyalah 
mereka menyembah Allah yang Telah memberikan nikmat itu kepada mereka. 
Disini negara bertugas sebagai pengemban amanah rakyat untuk 
membebaskan warganya dari rasa lapar kepada mereka yang kelaparan dan 
memberikan rasa aman bagi segenap warga yang merasa tidak aman. Tugas ini 
merupakan kewenangan yang ada pada negara dan dukungan materi yang 
diperoleh swadaya rakyat melalui pembayaran pajak.
31
 
6. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif deskriptif, Bogdan dan 
Taylo
32
, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 
dan perilaku yang diamati. 
 
                                                 
31
 Syarifuddin Jurdi, Ilmu Politik Propetik, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin 
Makassar, Yogyakarta, 2015, hal 239. 
32
 Bogdan dan Taylor, Dalam Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Remaja 
Rosdakarya Bandung, 1991, hal, 31. 
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2. Teknik pengumpulan data 
Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan, langkah-langkah yang 
dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Data Primer yaitu data yang bersumber dari studi lapangan (Field Research) 
studi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 
akurat mengenai objek yang diteliti yaitu:
33
 
1. Metode Observasi adalah kegiatan keseharian manusia dengan 
menggunakan panca indra mata sebagai  alat bantu utamanya selain panca 
indra lainnya seperti telinga, hidung, lidah dan kulit. 
2. Metode Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 
penulisan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewancara 
dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 
menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan 
terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama, terkait dengan 
Implementasi program Raskin. Adapun informan berasal dari perwakilan: 
i. Kelurahan Romang Polong 
ii. Kepala lingkungan 
iii. Tokoh masyarakat 
iv. Masyarakat penerima beras miskin (Raskin) 
3. Metode Dokumenter adalah informan yang disimpan atau 
didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Alat ini untuk  
                                                 
33 Lisa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 91. 
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pengumpulan data melalui Camera maupun Handphone. Berguna 
mengumpulkan data bagi penulis di lapangan. 
b. Data Sekunder adalah yang bersumber dari kepustakaan (Library Research), 
seperti buku, jurnal, laporan dll. Data penelitian ini penulis juga 
menggunakan Metode Online adalah metode yang digunakan penulis melalui 
media online seperti internet, sehingga internet merupakan salah satu medium 
untuk atau ranah yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai 
informasi, mulai dari informasi teoritis maupun data primer dan sekunder 
yang diinginkan penulis untuk kebutuhan penulisan. Metode ini akan 
melengkapi isi skripsi atau membandingkan permasalahan di lapangan 
dengan temuan data online. 
3. Teknik analisis data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis 
data kualitatif di mana jenis data yang merupakan informasi baik lisan maupun 
tulisan yang sifatnya bukan angka. Data dikelompokkan agar lebih mudah dalam 
menyaring mana data yang dibutuhkan dan mana yang tidak. Setelah di 
kelompokkan, data tersebut penulis jabarkan dengan bentuk teks agar lebih 
mengerti. Kemudian  diinterprestasi dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan 
tentang deskripsi lengkap mengenai Implementasi Program beras miskin Raskin 
di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN GOWA 
1. Letak Dan Geografis 
Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi. 
Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar 
pengaruhnya di perairan Nusantara. Bahkan dari kerajaan ini juga muncul nama 
pahlawan nasional yang bergelar Ayam Jantan dari Timur, Sultan Hasanuddin, 
Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahun-tahun awal 
kolonialisasinya di Indonesia. Kerajaan Gowa memang akhirnya takluk kepada 
Belanda lewat Perjanjian Bungaya. Namun meskipun sebagai kerajaan, Gowa 
tidak lagi berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu 
Pelabuhan Makassar. Pelabuhan yang kemudian berkembang menjadi Kota 
Makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri 
merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. 
Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten 
Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih 
menjadi ibu bagi kota ini. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 
menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan 
kota. Mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan, terutama 
sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari Waduk Bili-bili. 
Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah 
sekitarnya dikarenakan keadaan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 kilometer 
28 
 
persegi ini memiliki enam gunung, dimana yang tertinggi adalah Gunung 
Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang di daerah 
pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-bili. Keuntungan 
alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, di samping tanahnya 
subur. 
Kabupaten yang berada pada bagian Selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini 
berbatasan dengan 7 Kabupaten/Kota lain, yaitu : 
 Di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Maros.  
 Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba 
dan Bantaeng.  
 Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto 
 Di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. 
Kabupaten Gowa berada pada 12°38.16’ Bujur Timur dari Jakarta dan 
5°33.6’ Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administasinya 
antara 12°33.19’ hingga 13°15.17’ Bujur Timur dan 5°5’ hingga 5°34.7’ Lintang 
Selatan dari Jakarta.
34
 
 
 
 
 
                                                 
34
 https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa, diakses tanggal 10 September 2015, 
Pukul: 20:00 Wita. 
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Peta kabupaten gowa 
 
Sumber : BPS Kabupaten Gowa  
 
Untuk lebih jelasnya gambaran umum kecamatan yang ada dalam wilayah 
Kabupaten Gowa berdasarkan komposisi luas dan jarak dari Sungguminasa 
sebagai Ibukota Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel. I 
Ibu Kota Kecamatan, Jarak dan Luas Kecamatan  
Tahun 2010 
 
No Kecamatan 
Ibukota 
Kecamatan 
Jarak 
dari 
Ibukota 
Kab. 
(Km) 
Luas 
Kecama-
tan 
(Km2) 
% Thd 
Luas 
Kab. 
1. Bontonompo Tamallayang 16 30,39 1,61 
2. 
Bontonompo 
Selatan 
Pabundukang 30 29,24 1,55 
3. Bajeng Kalebajeng 12 60,09 3,19 
4. Bajeng Barat Borimatangkasa 15,80 19,04 1,01 
5. Pallangga Mangalli 2,45 48,24 2,56 
6. Barombong Kanjilo 6,5 20,67 1,10 
7. Somba Opu Sungguminasa 0,00 28,09 1,49 
8. Bontomarannu Borongloe 9 52,63 2,79 
9. Pattallassang Pattallasssang 13 84,96 4,51 
10. Parangloe Lanna 27 221,26 11,75 
11. Manuju Bilalang 20 91,90 4,88 
12. Tinggi Moncong Malino 59 142,87 7,59 
13. Tombolo Pao Tamaona 90 251,82 13,37 
14. Parigi Majannang 70 132,76 7,05 
15. Bungaya Sapaya 46 175,53 9,32 
16. Bontolempangan Bontoloe 63 142,46 7,56 
17. Tompobulu Malakaji 125 132,54 7,04 
18. Biringbulu Lauwa 140 218,84 11,62 
JUMLAH 1.883,33 100 
Sumber : BPS Kab. Gowa Dalam Angka, Th. 2010 
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Table di atas terlihat bahwa Kecamatan Tombolo Pao tercatat sebagai 
kecamatan yang terluas wilayahnya yakni sebanyak 251,82 Km2. Sedangkan 
Kecamatan Bajeng Barat tercatat sebagai kecamatan yang terkecil wilayahnya 
yakni sebanyak 19,04 Km2. 
2. Jumlah Penduduk 
Penduduk Kabupaten Gowa pada tahun 2014 tercatat sebanyak 691.309 
jiwa yang terdiri dari 339.575 jiwa atau 49,12% penduduk laki- laki dan 351.734 
jiwa atau 50,87% penduduk perempuan. Dengan demikian jumlah penduduk 
perempuan lebih banyak dibanding dengan jumlah penduduk laki- laki. Angka 
perbandingan penduduk laki- laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) sebesar 
97, ini berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa 
penduduk laki- laki. Bila dilihat dari kelompok umur, penduduk anak- anak (usia 
0-14 tahun) jumlahnya mencapai 31,71 %, sedangkan penduduk usia produktif 
mencapai 60,29% dan penduduk usia lanjut terdapat 7,99% dari jumlah penduduk 
di Kabupaten Gowa rata- rata laju pertumbuhan sebesar 2,68% pertahun. 
Tabel. II 
Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa 
Tahun 2009-2013. 
Kecamatan 
Jenis Kelamin Rasio  
Jenis 
Kelamin 
Laki Perempuan Jumlah 
Bontonompo 
Bontonompo Sel 
Bajeng 
Bajeng Barat 
Pallangga 
Barombong 
19.924 
14.429 
32.574 
11.834 
51.530 
18.031 
21.680 
15.716 
33.423 
12.431 
52.993 
18.524 
41.604 
30.145 
65.997 
24.265 
104.523 
36.555 
92 
92 
97 
95 
97 
97 
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Somba Opu 
Bontomarannu 
Pattalassang 
Parangloe 
Manuju 
Tinggimoncong 
Tombolo Pao 
Parigi 
Bungaya 
Bontolempangan 
Tompobulu 
Biringbulu 
68.396 
16.401 
11.515 
8.571 
7.248 
11.637 
14.445 
6.585 
8.142 
6.768 
14.817 
16.728 
69.544 
16.685 
11.651 
8.967 
7.673 
11.801 
14.009 
7.274 
8.636 
7.348 
15.857 
17.522 
137.942 
33.086 
23.166 
17.538 
14.921 
23.438 
28.454 
13.859 
16.778 
14.116 
30.674 
34.248 
98 
98 
99 
96 
94 
99 
103 
91 
94 
92 
93 
96 
Jumlah 2013 
total 2012 
 2011 
 2010 
 2009 
339.575 
329.673 
324.021 
320.793 
305.202 
351.734 
340.792 
335.492 
332.148 
312.115 
691.309 
670.485 
659.513 
352.941 
617.317 
97 
97 
97 
97 
98 
Sumber : BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2014 
Table di atas terlihat bahwa Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai 
kecamatan yang jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbanyak yakni 
137.942 orang. Sedangkan Kecamatan Manuju tercatat sebagai kecamatan yang 
jumlah penduduk laki-laki dan perempuan paling sedikit yakni 14.921 orang. 
3. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kabupaten Gowa 
Tabel. III 
Tingkat pendidikan Kabupaten Gowa tercatat pada tahun 2014 sebanyak 134.506 
jiwa. 
 
NO Tingkat Pendidikan Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 SD/MI/Sederajat 58.184 70.070 128.254 
2 SMP/MTS/Sederajat 42.234 37.825 80.059 
3 SMA/SMK/MA/Sederajat 47.856 47688 95.544 
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4 D3 1.483 3.118 4.601 
5 S1/S2/S3 11.432 11.304 22.736 
Sumber : BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2014 
 
 
Tabel. IV 
Penduduk Berumur 10 tahun ke atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan yang 
ditamatkan di Kabupaten Gowa tahun 2009-2012 
 
Pendidikan yang ditamatkan 
Laki- Laki 
Male 
Perempuan 
Female 
Total 
Total 
Tidak/ Belum Tamat SD 
SD/MI 
SLTP/MTS/Sederajat 
SLTA/MA/Sederajat 
SMK 
DIPLOMA I/II 
DIPLOMA III/SARJANA MUDA 
DIPLOMA IV/S-1,S-2, S-3 
71.363 
58.184 
42.234 
33.567 
14.289 
1.483 
2.646 
11.432 
63.143 
70.070 
37.825 
39.647 
8.041 
3.118 
3.077 
11.331 
134.506 
128.254 
80.059 
73.214 
22.330 
4.601 
5.723 
22.736 
Jumlah/Total 
2012 
2011 
2010 
2009 
 
253.198 
241.466 
254.799 
242.727 
 
236.252 
251.797 
268.177 
250.285 
 
471.450 
493.263 
522.976 
493.012 
Sumber: BPS Kab. Gowa, Gowa dalam Angka 2014 
 
4. Visi, Misi dan Tujuan 
Visi Pembangunan Daerah yaitu “Terwujudnya Gowa yang Handal dalam 
Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan”. 
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Sejalan dengan Visi yang telah ditetapkan dan dengan memperhatikan 
kondisi obyektif yang dimiliki Kabupaten Gowa, dirumuskan Misi Kabupaten 
Gowa, sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan berbasis pada hak-hak 
dasar masyarakat. 
2. Meningkatkan interkoneksitas wilayah dan keterkaitan sektor ekonomi. 
3. Meningkatkan penguatan kelembagaan dan peran masyarakat. 
4. Meningkatkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik. 
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada 
kelestarian lingkungan hidup. 
Tujuan sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap 
pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pada 
tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten GowaNomor 15 Tahun 2012 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 dikatakan 
bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa adalah untuk mewujudkan ruang 
wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka, aman, nyaman, produktif, 
berkelanjutan, berdaya saing dan maju dibidang pertanian, industri, jasa, 
perdagangan dan wisata melalui inovasi, peningkatan kualitas sumber daya 
manusia secara berkelanjutan, dan mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional 
(KSN) Perkotaan Mamminasata. 
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B. GAMBARAN UMUM KECAMATAN SOMBA OPU 
1. Letak dan geografis 
Kecamatan Somba Opu merupakan satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Gowa yang letaknya berada di Ibukota Kabupaten dan berbatasan 
langsung dengan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun luas kecamatan 
Somba Opu adalah 28,09 Km2 atau 2.809 Ha. Adapun batas-batas wilayah 
kecamatan Somba Opu, sebagai berikut: 
 Sebelah Utara : Kota Makassar 
 Sebelah Barat : Kota Makassar 
 Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga (Sungai Jeneberang) 
  Sebelah Timur : Kecamatan Pattallassang dan Bontomarannu. 
Kecamatan Somba Opu berada pada wilayah dengan ketinggian 25 meter 
di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dataran rendah 
dengan koordinat geografis berada pada 5 derajat 12’5” LS dan 119 derajat 
27’15” BT. Batas alam dengan kecamatan Palangga adalah sungai Jeneberang 
yaitu sungai dengan panjang 90 Km dan luas daerah aliran sungai 881 Km2.
35
 
 
 
 
 
 
                                                 
35
 https://id.wikipedia.org/wiki/Somba_Opu,_Gowa, diakses tanggal 10 September 2015, 
Pukul: 20:00 Wita. 
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PETA KECAMATAN SOMBA OPU 
 
Sumber : Data Kecamatan Somba Opu tahun 2012 
 
Tabel. V 
Pembagian luas wilayah kelurahan Kecamatan Somba Opu 
 
Sumber: Data Kecamatan Somba Opu 2012 
NO KELURAHAN LUAS (KM²) 
1 Sungguminasa 1,46 
2 Bonto-bontoa 1,61 
3 Batangkaluku 1,30 
4 Tompobalang 1,80 
5 Katangka 1,36 
6 Pandang-pandang 1,55 
7 Tombolo 2,06 
8 Kalegowa 1,21 
9 Samata 2,44 
10 Romang Polong 3,71 
11 Paccinongan 2,32 
12 Tamarunang 2,16 
13 Bontoramba 2,20 
14 Mawang 2,99 
Jumlah 28,09 
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2. Penduduk 
Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa jumlah penduduk 
Kecamatan Somba Opu sebesar 137.942 Jiwa atau 19,95 % dari total jumalh 
penduduk di Kabupaten Gowa. Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan 
dengan penduduk terbesar di Kabupaten Gowa dan juga dengan laju pertumbuhan 
penduduk terbanyak yakni sebesar 6,91%. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel 
berikut: 
 
Tabel VI 
Jumlah Penduduk dan Laju pertumbuhan Penduduk Menurut Kelurahan di 
Kecamatan Somba Opu tahun 2009- 2013 
 
Kelurahan 
Jumlah penduduk Laju 
Pertumbuhan 
penduduk per 
tahun 2009-
2013 
2009 2010 2011 2012 2013 
Pandang-Pandang 
Sungguminasa 
Tompobalang 
Batangkaluku 
Tamarunang 
Bontoramba 
Mawang 
Romangpolong 
Bonto- Bontoa 
Kalegowa 
Katangka 
Tombolo 
Paccinongang 
Samata 
5.528 
7.115 
7.761 
10.296 
8.329 
3.418 
2.993 
5.177 
8.478 
2.277 
7.406 
9.367 
15.927 
4.687 
7.278 
7.263 
10.379 
13.061 
12.952 
3.457 
4.073 
6.542 
12.053 
2.395 
9.339 
14.475 
19.878 
4.687 
7.302 
7.321 
10.487 
13.207 
13.150 
3.492 
4.104 
6.611 
12.221 
2.418 
9.512 
14.475 
19.878 
6.981 
7.423 
7.443 
10.661 
13.426 
13.396 
3.550 
4.172 
6.721 
12.424 
2.458 
9.670 
14.608 
20.434 
7.182 
7.654 
7.674 
10.992 
13.843 
13.785 
3.660 
4.302 
6.930 
12.810 
2.534 
9.971 
15.313 
21.069 
7.405 
6,72 
1,52 
7,21 
6,10 
10,60 
1,38 
7,53 
6,01 
8,61 
2,16 
6,13 
10,33 
5,76 
9,58 
 98.799 130.287 131.598 133.784 137.942 6,91 
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2014. 
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Tabel di atas terlihat Kecamatan Somba Opu tercatat sebagai kecamatan 
yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yakni sebanyak 4.911 
orang/Km2. Kecamatan Somba Opu memiliki ratarata anggota rumah tangga 
terbesar sebanyak 4,65 orang dari total jumlah rumah tangga yakni 28.002 KK. 
 
Tabel. VII 
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Somba Opu tahun 2011- 2013 
Kelurahan 
Jumlah 
Penduduk 
(Orang) 
Luas Wilayah 
(Km
2
) 
Kepadatan 
Penduduk 
(Orang/km
2
) 
Pandang- Pandang 
Sungguminasa 
Tompobalang 
Batangkaluku 
Tamarunang 
Bontoramba 
Mawang 
Romangpolong 
Bonto- Bontoa 
Kalegowa 
Katangka 
Tombolo 
Paccinongang 
Samata 
7.654 
7.674 
10.992 
13.843 
13.785 
3.660 
4.302 
6.930 
12.810 
2.534 
9.971 
15.313 
21.069 
7.405 
2,16 
1,46 
1,80 
1,30 
2,16 
2,12 
2,99 
2,71 
1,61 
1,21 
1,36 
2,06 
3,71 
1,44 
3.544 
5.256 
6.107 
10.648 
6.382 
1.726 
1.439 
2.557 
7.957 
2.094 
7.332 
7.433 
5.679 
5.142 
Jumlah  2013 
  2012 
  2011 
137.942 
133.784 
131.598 
28,09 
28,09 
28,09 
4.911 
4.763 
4.685 
Sumber : BPS Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu dalam Angka 
2014 
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Table di atas terlihat bahwa Kelurahan Batangkaluku tercatat sebagai 
Kelurahan terpadat penduduk yakni sebanyak 10.648 orang/km
2
. Sedangkan 
Kelurahan Mawang tercatat sebagai Kelurahan yang terkecil Kepadatan penduduk 
yakni sebanyak 1.439 orang/km
2
. 
3. Pendidikan 
Adapun rincian sarana pendidikan di Kecamatan Somba Opu (menurut 
Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa) adalah sebagai berikut: 
a. Jumlah sekolah taman kanak-kanak sebanyak 41 sekolah dengan jumlah 
guru sebanyak 163 orang dan dengan jumlah murid sebanyak 2.327 orang. 
b. Jumlah Sekolah Dasar (SD) sebanyak 44 sekolah dengan perincian 
berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 14 sekolah, sekolah 
inpres sebanyak 29 sekolah, dan sekolah swasta sebanyak 1 sekolah. 
Adapun jumlah guru adalah sebanyak 1.152 orang. 
c. Jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) yaitu sebanyak 1 sekolah, jumlah guru 
sebanyak 18 orang dengan jumlah murid sebanyak 103 orang. d. Jumlah 
Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 2 sekolah dengan jumlah guru 
sebanyak 12 orang dan jumlah siswa sebanyak 174 orang. 
d. Jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 17 sekolah dengan perincian 
berdasarkan status yaitu sekolah negeri sebanyak 6 sekolah, dan swasta 
sebanyak 11 sekolah. 
e. Jumlah Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah 
guru sebanyak 96 orang dengan jumlah murid sebanyak 837 orang. 
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f. Jumlah Sekolah Menengah Atas sebanyak 10 sekolah dengan rincian 
berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 8 buah sekolah swasta 
dengan jumlah guru sebanyak 250 orang. 
g. Jumlah Madrasah Aliyah (MA) sebanyak 5 sekolah dengan jumlah guru 
sebanyak 100 orang dan jumlah murid sebanyak 675 orang. 
h. Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 8 sekolah dengan 
rincian berdasarkan status yaitu 2 buah sekolah negeri dan 6 buah sekolah 
swasta dengan 
i. Jumlah guru sebanyak 280 orang dan jumlah murid sebanyak 1.930 orang. 
Adapun di bidang keagamaan terdapat beberapa tempat ibadah dengan 
rincian berdasarkan jenisnya yaitu: Masjid : 107 buah, Mushollah : 16 
buah, Langgar : 16 buah, Gereja : 7 buah. Adapun jumlah rohaniawan 
Islam adalah: Ulama : 6 orang, Khatib : 168 orang, Mubaligh : 93 orang, 
Penyuluh Agama Muda : 13 orang, Penyuluh Agama Madya : 7 orang. 
C. GAMBARAN UMUM KELURAHAN ROMANG POLONG 
1. Letak dan Geografis 
Kelurahan Romang Polong adalah kelurahan yang berada di Kecamatan 
Somba Opu Kabupaten Gowa yang letaknya berada di ujung selatan kecamatan 
somba Opu. Serta berdekatan dengan Kota Makassar yaitu ibukota Sulawesi 
Selatan yang hanya berjarak 1 km dan jarak dari jantung Kabupaten Gowa sejauh 
5 km. Adapun luas kelurahan Romang Polong adalah 471 HA, adapun batas-batas 
wilayah Kelurahan Romang Polong sebagai berikut: 
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 Sebelah Utara  : perbatasan dengan Kelurahan Samata 
 Sebelah Timur  : perbatasan dengan Desa Timbuseng/ 
Bontomanai 
 Sebelah Selatan : perbatasan dengan Kelurahan Mawang/ 
Kelurahan Tamarunang 
 Sebelah Barat  : perbatasan dengan kelurahan Paccinongan 
Kelurahan Romang Polong berada pada wilayah dengan ketinggian 25 
meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah terletak pada dararatan 
rendah dengan koordinat geografis berada pada 5 derajat 12’5” LS 119 derajat 
27’15” BT.36 
 
2. Jumlah Penduduk 
Pada sensus penduduk tahu 2015, jumlah penduduk di kelurahan Romang 
Polong kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah 7.972 jiwa, terdiri dari 
laki-laki 3.940 jiwa dan perempuan 4.032 jiwa. Kelurahan Romang Polong 
tercatat tergolong tinggi kepadatan penduduknya, laju pertumbuhan penduduk 
Kelurahan Romang Polong adalah 4,07 persen dengan jumlah kepala keluarga 
sebanyak 2018 Kepala keluarga. 
 
 
 
 
                                                 
36 Data Kelurahan Romang Polong Tahun 2015. 
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Table. VIII 
Rekapitulasi hasil pendataan keluarga Kelurahan Romang polong Kec. Somba 
Opu Kab. Gowa. 
Tahun 2015 
 
Sumber: Data kelurahan Romang Polong Tahun 2015. 
Table di atas terlihat bahwa RT 001 tercatat sebagai RT yang jumlah 
kepala keluarga terbanyak yakni 385 KK. Sedangkan RT 013 tercatat sebagai RT 
yang jumlah kepala keluarga paling sedikit yakni 56 KK. 
 
 
 
 
NO 
DUSUN
/ RT 
JUMLA
H RT 
JUMLAH 
KEPALA 
KELURGA 
JUMLAH JIWA 
DALAM KELUARGA 
YANG 
ADA 
YANG 
DIDATA 
LAKI-
LAKI 
PEREMPUA
N 
1 001 5 385 385 766 797 
2 002 4 248 248 466 504 
3 003 2 172 172 307 316 
4 005 3 154 154 303 329 
5 006 3 224 224 513 471 
6 007 2 175 175 287 329 
7 008 5 249 249 472 479 
8 009 2 147 147 284 273 
9 010 2 44 44 84 92 
10 011 2 96 96 201 197 
11 012 2 68 68 146 136 
12 013 2 56 56 111 109 
JUMLA
H  
34 2018 2018 3.940 4.032 
      
7972 
43 
 
3. Tingkat Pendidikan 
Pendidikan yang ada di Kelurahan Romang Polong sangat berkembang 
pesat karna semua pendidikan mulai dari pendidikan formal dan non formal ada di 
Kelurahan Romang Polong. Dalam beberapa keseluruhan Kelurahan yang ada di 
Kecamatan Somba Opu hanya Kelurahan Romang Polong yang pendidikan 
formalnya lengkap, mulai dari Tk sampai dengan perguruan tinggi dan beberapa 
pendidikan non formal lainnya. 
Dengan lengkapnya pendidikan formal yang ada di Kelurahan Romang 
Polong sangat membantu masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan 
intelektualnya lebih baik. Serta adanya pendidikan gratis dari pemerintah 
Kabupaten Gowa mulai dari SD sampai SMA atau sederajat, sehingga masyarakat 
di Kelurahan Romang Polong sangat terbantu dengan adanya pendidikan gratis 
bagi kaum pemuda/pemudi untuk meningkatkan pendidikannya. 
 Adapun jumalah tempat pendidikan formal yang ada di Kelurahan 
Romang Polong sebanyak 14 tempat pendidikan diantaranya yaitu : jumlah TK 
sebanyak 3 tempat pendidikan, SD sebanyak 4 tempat pendidikan, SMPN dan 
sejerajat sebanyak 3 temapat pendidikan, SMAN dan sederajat sebanyak 3 
temapat pendidikan dan Perguruan tinggi  sebanyak 1 tempat pendidikan. 
 
4. Tingkat perekomian 
Pada tingkat perekonomian masyarakat tahun ketahun meningkat karna 
perusahaan industri yang berdiri di Kelurahan Romang Polong. Sehingga 
masyarakat lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan tidak jauh dari kampung 
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halaman, karna sebelum adanya perusahaan industri pekerjaan masyarakat 
dominan hanya petani atau pekerja bangunan. Jadi dengan adanya perusahaan 
industri, masyarakat bisa lebih meningkatkan perekonomian keluarganya tanpa 
bergantung pada pertanian saja dengan hasil yang tidak menentu. 
 Meningkatnya jumlah perusahaan yang ada di Kelurahan Romang Polong 
otomatis akan mengurangi angka pengangguran, jadi masyarakat tidak sulit lagi 
mendapatkan dan mencari pekerjaan. Sehingga pemerintah bisa terbantu dalam 
mensejahterahkaan rakyatnya dengan banyaknya lowongan pekerjaan untuk lebih 
meningkatkan kehidupan masyarakatnya. 
Adapun perusahaan yang ada di Kelurahan Romang Polong seperti: Pabrik 
Roti, Pabrik Kecap, Pabrik DHT, Pabrik beton, dll. Dengan adanya pabrik ini 
masyarakat akan lebih diuntungkan karna lebih diperhitungkan sebagai putra 
daerah yang ada di Kelurahan Romang Polong, dari sinilah masyarakat bisa lebih 
meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dimana dulunya bagi kaum wanita 
hanya sebagai rumah tangga dan membantu para suaminya bekerja diladan, kini 
dengan adanya pabrik dan sebuah universitas bisa meningkatkan ekonomi 
keluarganya dengan membantu mencari nafkah dari bebagai bidang. 
 
 
 
 
 
 
45 
 
5. Struktur Pemerintahan 
 
Tabel. IX 
Struktur organisasi pemerintah Kel. Romang Polong Kec. Somba Opu Kab. Gowa  
 
LURAH 
Syamsuddin, S.Sos,. M.Si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KASI 
PEMERINTAHAN 
KASI 
PEMBAGUNAN 
KASI 
PEREKONOMIAN 
KASI 
KETENTRAMAN 
Khulmi Lutfiah 
Muhsin., S.IP 
HJ. Nursiah 
Mudeng, SE 
HJ. Sitti Johrah, 
SE 
Mantasiah, S.sos,. 
M.Si 
Sumber : Data Kelurahan Romang Polong 
 
Tabel. X 
Struktur organisasi pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat Kel. Romang Polong 
Kec. Somba Opu Kab. Gowa 
 
LURAH 
Syamsuddin, S.Sos,. M.Si. 
 
 
 
 
 
 
SEKRETARIS LURAH 
Andi Mappatunru, 
S.SOS 
SEKRETARIS LURAH 
Andi Mappatunru, 
S.SOS 
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KASI 
PEMERINTAHAN 
KASI 
PEMBAGUNAN 
KASI 
PEREKONOMIAN 
KASI 
KETENTRAMAN 
Khulmi Lutfiah 
Muhsin., S.IP 
HJ. Nursiah 
Mudeng, SE 
HJ. Sitti Johrah, 
SE 
Mantasiah, S.sos,. 
M.Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Kelurahan Romang Polong. 
 Penjelasan pada tabel VIII dan IX diatas bahwa pada tabel VIII yaitu 
sebagai struktur pemerintahan yang ada di Kelurahan Romang Polong, serta 
memiliki sub bagian pelaksanaan tugas seperti sektretaris dan beberapa bagian 
kasi diantaranya: kasi Pemerintahan, Kasi pembangunan, kasi perekonomian, kasi 
kasi ketentraman. Dimana keempat kasi pemerintahan ini berperan sebagaimana 
fungsinya yang diamanatkan oleh kepala Kelurahan Romang Polong. Sedangkan 
pada tabel IX sebagai struktur pelayanan tugas kepada masyarakat dimana pada 
tabel ini hampir sama dengan tabel VIII tapi memiliki dua bagian pelayanan 
kepada masyarakat yaitu kepala lingkungan Romang Polong dan kepala 
lingkungan Garaganti. Dimana masyarakat bila mempunyai urusan  masalah 
tempat tinggal, harus melalui kedua Kepala lingkungan serta diberi surat 
pengantar sehingga bisa dilanjutkan ke kantor Kelurahan Romang Polong. Serta 
KEPALA LINGKUNGAN 
GARAGANTI 
Drs. H. HASAN GASSING 
KEPALA LINGKUNGAN 
ROMANG POLONG 
H. BAHARUDDIN 
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kedua kepala lingkungan ini memilih masyarakat penerima Beras Miskin dan 
menangani administrasi pendistribusian di setiap masyarakat penerima Beras 
Miskin yang ada di Kelurahan Romang Polong.  
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BAB III 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Implementasi Program Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan 
Romang Polong 
Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian 
indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat 
kualitas,dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban 
pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian 
kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi 
energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka 
akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat 
dengan jumlah yang telah ditentukan.
37
 
Dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, 
yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan 
pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu.Raskin mempunyai multi fungsi, 
yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi 
peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pendukung usaha tani padi 
dan sektor lainnya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi Daerah. Disamping 
itu, Raskin berdampak langsung pada stabilisasi harga beras, yang akhirnya juga 
berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
38
 
Menerut Plato bila ingin negara mensejahterahkan masyarakatnya 
mengatakan bahwa negara dibentuk oleh manusia yang memiliki banyak 
                                                 
37
 KEMENKOKESRA, 2014, Pedoman Umum Raskin 2014, Jakarta. 
38 KEMENKOKESRA, 2014, Pedoman Umum Raskin 2014, Jakarta. 
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keinginan dan kebutuhan yang hanya dapat dipenuhi apabila manusia bersatu dan 
bekerja sama agar dapat saling mencukupin kekurangannya masing-masing, maka 
bagi Plato negara haruslah dilihat sebagai suatu sistem pelayanan yang 
mewajibkan setiap warganya saling memberi dan menerima, saling menukar jasa, 
saling memperhatikan kebutuhan sesama warga, saling memperdulikan serta 
saling membangun.
39
 
Dalam hal ini program beras untuk rakyat miskin dilaksanakan secara 
bertahap atau melalui jalur administrasi kewilayahan yang ada di Indonesia yaitu 
melalui dari pusat dengan adanya Kemenko Kesra RI 2012 tentang pedoman 
umum penyaluran Raskin, melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 
Pemerintah Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu, kemudian Kelurahan 
Romang Polong hingga akhirnya dapat disalurkan langsung kepada masyarakat, 
adapun proses penyaluran beras untuk masyarakat miskin dapat dilihat pada tabel. 
Tabel XI 
Tahapan Proses penyaluran Beras untuk rakyat miskin (Raskin) 
Tahap  Wilayah Pelaku/penanggung jawab 
Tahap I Pusat 
Pusat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K), Menteri koordinator di 
bidang Kesejahteraan Rakyat 
Tahap II Provinsi Provinsi Tim Koordinasi Raskin Provinsi, 
Gubernur 
Tahap III Kabupaten Kabupaten Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, 
Bupati 
Tahap IV Kecamatan Kecamatan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan, 
Bupati/Walikota 
Tahap V Kelurahan Kelurahan Tim Koordinasi Raskin Kelurahan, 
Kepala Desa atau Lurah atau kepala pemerintanh 
                                                 
39
 J.H. RAPAR, Filsafat Politik, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 3 
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setingkat 
Masyarakat Penerima Raskin 
Sumber: Data Kemenko Kesra RI 2014 pedoman Raskin. 
Pemerintah yang menangani kebijakan ini, seperti lurah mempunyai 
beberapa cara untuk memaksimalkan program raskin ini. Diantaranya:
40
 
a. Tepat sasaran 
 Beras raskin hanya diberikan kepada keluarga sasaran yang terdaftar dalam 
penerima raskin. Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya 
diberikan kepada keluarga yang benar-benar tidak mampu. Berdasarkan hasil 
studi dilapangan bahwa beras miskin (Raskin) dibagikan berdasarkan hasil 
database dari Kabupaten dan berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan 
untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima raskin. 
 Hasil wawancara dengan Syamsuddin,S.Sos,. M.si mengatakan bahwa:  
 “Pemberian atau pembelian beras miskin (Raskin) hanya diberikan kepada 
keluarga yang benar-benar tidak mampu, dengan mengumpulkan kartu keluarga 
untuk dipilih siapa yang layak mendapatkan Raskin atau tidak  disetiap 
lingkungan”.41 
 
 Penjelasan di atas dari wawancara oleh kepala Kelurahan Romang Polong 
yaitu pemberian atau penerima raskin dilakukan pendataan oleh dua kepala 
lingkungan dengan sistem pengumpulan kartu keluarga dengan menilai dari faktor 
ekonomi keluarganya, sehingga diberikan Raskin. Ada yang mengumpulkan 
                                                 
40
 KEMENKOKESRA, 2014, Pedoman Umum RASKIN 2014, Jakarta 
41
Wawancara dengan Syamsuddin,S.Sos,. M.si. (Kepala Kelurahan Romang Polong) pada 
tanggal 2 mei 2015, pukul 10:00 wita. 
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dilakukan oleh masyarakat Romang Polong melalui dari ketua RT dan ada pula 
warga yang mengumpulkan kartu keluarganya langsung ke kepala Lingkungan. 
 Sehingga masyarakat yang ada di Romang Polong tidak perlu ragu atau 
khawatir dengan tidak mendapatkan beras raskin bagi masyarakat kurang mampu. 
Karena dengan transparansinya Pemerintah dalam melakukan pendataan bagi 
masyarakat yang menerima beras miskin, dengan melihat dari berbagai macam 
faktor sehingga benar-benar siapa yang diberikan beras raskin kepada masyarakat 
kurang mampu. 
Pendapat yang berbeda di ungkapkan oleh warga Kelurahan Romang 
Polong, dengan Dg. Bani  berpendapat dalam  mencapai keberhasilan tepat 
sasaran: 
 “saya rasa masih belum maksimal, karena pembagian beras raskin belum 
tepat sasaran pada masyarakat yang kurang mampu. Saya melihat ada 
masyarakat yang berpenghasilan tinggi tapi mendapat Raskin, masalah ini timbul 
dari tahun ketahun dan belum ada penanggulangngannya. Saya berharap 
pemerintah keluharan dapat betul-betul mendata warganya yang kurang 
mampu”.42 
 
 Hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya masyarakat 
paham siapa sasaran Raskin (RTS) akan tetapi karena kondisi masyarakat, maka 
para pelaksana berdasarkan kesepakatan warga mengambil kebijakan untuk 
membagi rata jatah Raskin pada semua warga. Pembagian jatah Raskin secara 
merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam 
                                                 
42
Wawancara dengan Dg. Bani (Tokoh masyarakat) Wawancara pada tanggal 5 mei 2015, 
pukul 15:00 wita. 
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proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi 
penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. 
 Hasil wawancara dengan Dg. Bau berpendapat dalam  mencapai 
keberhasilan tepat sasaran: 
 “Pada tahap ini yaitu tepat sasaran saya rasa masih perlu dievaluasi karna 
yang menerima beras miskin masih ada yang menerima dalam keadaan 
ekonominya  masih mencukupi atau  bisa dikatakan tidak miskin, mendapatkan 
beras miskin yang diberikan oleh pemerintah”.43 
 
 Dalam hal ini pemerintah harus lebih ekstra dalam menjalankan kebijakan 
sehingga bisa berjalan dengan baik, Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich 
yang dikutip oleh Abdul Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang 
mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah 
dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan 
tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan 
sasaran yang diinginkan”.44 
 
b. Tepat Jumlah  
Keberhasilan program juga ditentukan oleh ketepatan jumlah beras yang 
didistribusikan ketitik sasaran. Jumlah beras yang ditetapkan dalam pedoman 
umum raskin (pedum) 2014 sebanyak 15 kg /bulan selama 12 bulan. Berdasarkan 
dengan data jumlah keluarga penerima raskin yaitu 1 kepala keluarga 
mendapatkan beras miskin (Raskin) sebesar 15 kg/RTS/bulan. Sehingga 1 kepala 
                                                 
43
 Wawancara dengan Dg. Bau (Penerima Beras miskin) Wawancara pada tanggal 6 mei 
2015, pukul 14:00 wita. 
44
 Abdul Wahab, Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan 
Negara, Jakarta: Bumi Aksara, 1997 hal 3 
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keluarga di dalam 1 tahun (12 bulan) masyarakat memperoleh beras sebanyak 180 
kg.  
Hasil wawancara dengan H. Baharuddin Hal diatas dibenarkan oleh bapak 
bahwa: 
 “Penerima beras miskin yang diberikan kepada masyarakat RTS dengan 
ketetapan pemerintah pusat dengan jumlah beras diberikan di Kelurahan Romang 
Polong sebanyak 15 kg kepada masyarakat RTS yang menerima beras miskin dan 
tidak bisa ditambahkan bila ada masyarakat yang ingin lebih banyak. Karna 
jumlah yang diberikan dari Kecamatan  sudah tetap jumlah yang diberikan 
dengan penerima RTS”.45 
 Penjelasan diatas dari wawancara oleh Kepala Lingkungan Romang Polong 
pemberian beras miskin yang diberikan kepada masyarakat RTS sebanyak 15 kg 
atau 1 karung/1 kepala keluarga bagi penerima RTS. Sehingga masyarakat tidak 
bisa menerima lebih banyak atau kurang dalam pembagian beras miskin, karna 
dihitung berapa penerima RTS dengan jumlah beras yang didistribusikan dari 
Kecamatan. Dengan cara pemberian beras miskin yang dilakukan di Kelurahan 
Romang Polong dari dua lingkungan berbeda cara pelaksanaaanya, yaitu ada yang 
dibagikan langsung oleh kepala lingkungan dan ada juga yang dibagikan oleh 
ketua RT dari perintah kepala lingkungan. 
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Wawancara dengan H. Baharuddin (Kepala Lingkungan Romang Polong), pada tanggal 2 
mei 2015, pukul 13:00 wita. 
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 Hasil wawancara dengan Dg. Bani mengatakan bahwa: 
 “Jumlah yang diberikan Beras Miskin kepada masyarakat sama dengan 
ketentuan pemerintah yaitu 15 kg, yang diberikan kepada penerima Beras Miskin 
yang ada di Kelurahan Romang Polong”.46 
 Hasil wawancara dengan Dg. Sunggu mengatakan bahwa: 
 Jumlah beras yang diberikan kepada kami itu hanya 15 kg, yang diberikan 
kepada Kepala Lingkungan dalam setiap pendistribusian atau pembagian kepada 
masyarakat penerima Beras Miskin.
47
 
 Dalam mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan 
yang dibuat harus dilihat dari penerapannya kemasyarakat, menurut William N. 
dunn implementasi kebijakan akan dilaksanakan sesuai dengan policy statement. 
Karna suatu kebijakan publik akan langsung dinilai pada konteks penerapannya. 
Keberhasilan suatu kebijakan tidak dapat dinilai hanya dari policy statement saja, 
akan tetapi keberhasilannya dinilai setelah policy statement tersebut di 
implementasikan. Meskipun suatu policy statement sangat ideal, akan tetapi dapat 
saja gagal mencapai tujuannya karena kesalahan dalam implementasi.
48
 
 
c. Tepat harga 
Dalam pelaksanaannya sering terjadi harga beli beras oleh penerima disetiap 
daerah bervariasi umumnya lebih dari harga yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Sehingga harga juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam memutuskan harga yang 
sebagian besar ditentukan oleh pelaksana lokal yaitu Kepala Desa. Harga tebus 
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beras miskin (Raskin) yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp 1.600/kg di titik 
distribusi.  
Hasil wawancara dengan H. Baharuddin mengatakan bahwa: 
“Harga yang diberikan kepada masyarakat penerima Beras Miskin yaitu 25 
ribu sampai 27 ribu per karung dalam setiap pendistribusian kepada masyarakat 
penerima beras miskin”.49 
 
Hasil  wawancara dengan Dg. Bani hal diatas dibenarkan bahwa: 
“Harga jual beras yang diberikan kepada masyarakat RTS yang ada di 
Kelurahan Romang Polong itu bervariasi dari harga yang ditetapkan oleh 
pemerintah pusat. dari dua lingkungan yang ada di Kelurahan Romang Polong 
beda cara pembagiannya serta beda harganya ada yang harga 25 ribu per 
karung sampai 27 ribu per karung”.50   
 
 Hasil  wawancara dengan Dg. Lebang mengatakan bahwa: 
“Harga beras yang diberikan kepada kami itu kadang 25 ribu perkarung 
bahkan bisa mencapai 27 ribu perkarung yang diberikan kepada kami dalam 
setiap mengambil beras”.51 
 
 Penjelasan diatas dari wawancara oleh Kepala Lingkungan Garaganti 
bahwa harga yang diberikan kepada masyarakat RTS itu berbeda harga jualnya. 
Dari Lingkungan Romang Polong harga beras yang dijual berkisaran 26-27 ribu 
per karung sedangkan di Lingkungan Garaganti 25-26 ribu per karung. Hal ini 
menyebabkan harga jual berasnya yang berbeda karna pendistribusian yang ada di 
Lingkungan Romang Polong diserahkan kepada ketua RT setempat. Sehingga 
nilai jualnya lebih tinggi sedangkan pendistribusian yang ada di Lingkungan 
                                                 
49
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Garaganti itu langsung diambil alih oleh kepala lingkungannya sehingga 
penjualan harga beras lebih murah dibandingkan dengan penditribusian melalui 
ketua RT.  
d. Tepat waktu 
Waktu pelaksanaan penyaluran Beras Miskin (Raskin) kepada RTS-PM 
sesuai dengan rencana penyaluran yaitu mekanisme pelaksanaan penyaluran yang 
seharusnya 1 kali dalam 1 bulan. Berdasarkan dalam waktu pelaksanaan beras 
miskin (Raskin) tahun 2014 di Kelurahan Romang Polong hanya berlangsung 1 
kali dalam 2 bulan atau lebih. Sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang di 
tetapkan oleh Pemerintah yaitu 1 kali (per 1 bulan). 
Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Gassing Hal diatas dibenarkan oleh 
bahwa: 
“Dalam waktu pelaksanaan pembagian beras raskin yang ada di Kelurahan 
Romang Polong Memang sangat lambat. karena pendistribusian dari kecamatan 
kami tunggu sampai terkirim sehingga memperlambat pembagian di setiap 
Kelurahan”.52  
 
 
Penjelasan diatas dari wawancara oleh kepala lingkungan Garaganti bahwa 
dalam waktu pelaksanaan pembagian beras miskin yang ada di Kelurahan 
Romang Polong kami akui lambat karna menunggu pengiriman dari kecamatan. 
Sehingga pembagian yang dilakukan kepada masyarakat juga ikut menunggu serta 
tidak adanya kepastian dari kecamatan kapan adanya penyaluran beras kesetiap 
kelurahan. Dengan ketidakpastiannya pengiriman beras kepada masyarakat 
penerima RTS jadi waktu pembagian juga harus menunggu hingga waktu yang 
                                                 
52Wawancara dengan Drs. Hasan Gassing (Kepala Lingkungan Garaganti) wawancara pada 
tanggal 2 mei 2015, pukul 15:00 wita. 
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tidak bisa dipastikan, dan otomatis mengurangi jatah yang diberikan pemerintah 
kepada masyarakat yang mendapatkan beras miskin serta tidak berjalan dengan 
sesuai apa yang diharapkan. 
Hasil wawancara dengan H. sutte hal diatas dibenarkan bahwa: 
“Dalam pembagian Beras miskin yang diberikan kepada masyarakat 
kurang mampu memang sangat lambat akibatnya waktu pendistribusiannya tidak 
menentu yang akan diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin”.53 
 
Sama halnya yang diungkapkan oleh warga Kelurahan Romang Polong Dg. 
Ratang  yang mengatakan:  
“Saya disini berpenghasilan rendah, suami saya bekerja sebagai petani 
yang penghasilannya tidak menentu. Saya berharap mendapatkan Raskin yang 
baik, karena biasanya pembagian berasnya tidak menentu dan kapan 
waktunya”.54 
  
Penjelasan yang di atas dalam wawancara dengan Dg. Ratang bahwa 
pemerintah harus lebih serius dalam penanganan pengiriman beras kepada 
masyarakat sehingga tidak adanya keterlambatan yang begitu lama. Karna yang 
diberikan kepada masyarakat penerima RTS hanya 1 (satu) karung saja dan akan 
habis dalam waktu beberapa minggu sedangkan pengiriman beras yang dilakukan 
oleh pemerintah sangat lambat dengan waktu 2 sampai 3 bulan baru ada lagi 
pembagian beras miskin bagi masyarakat penerima RTS.  
e. Tepat administrasi 
Proses pembayaran Beras Miskin (Raskin) dalam pedoman umum (pedum) 
raskin 2014 pembayaran HPB (Harga Penjualan Beras) raskin dari RTS-PM 
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kepada pelaksana distribusi raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp 1.600/kg. 
Pelaksana distribusi raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB raskin 
kepada Satker raskin atau rekening HPB Bulog di Bank. Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB raskin atau dapat 
memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai. 
 Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Gassing mengatakan bahwa: 
 “Dalam pembayaran beras miskin, masyarakat penerima RTS harus 
membayar ditempat pengambilan sembako kalo mau mengambil langsung beras 
sehingga mempermudah administrisi untuk masyarakat”.55 
Penjelasan diatas dari wawancara oleh Kepala Lingkungan Romang Polong 
bahwa jika masyarakat penerima RTS jika ingin melakukan pembayaran beras 
hanya bila ingin mengambil jatah yang sudah ditentukan oleh pemerintah 
setempat. Dengan harga yang sudah ditentukan oleh Kepala Lingkungan dengan 
jumlah beras yang diambil dari kelurahan dan juga mempermudah proses 
pelaksanaannya tanpa adanya perantara dari pihak kedua dalam pembayaran 
ketika ingin membeli atau mengambil jatah yang sudah didata masyarakat 
penerima RTS oleh pemerintah setempat, dengan mudahnya pembayaran saat 
mengambil beras. 
Hasil  wawancara dengan H. Sutte mengatakan bahwa: 
“Masyarakat penerima beras miskin disini membayar langsung kepada 
Kelapa Lingkungan saat mengambil beras yang didistribusikan oleh 
pemerintah”.56 
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Hasil  wawancara dengan Dg. Tene mengatakan bahwa: 
“Pada saat kami mau mengambil jatah beras yang diberikan Kepala 
Lingkungan kami harus membayar ditempat dengan harga yang ditentukan oleh 
kepala lingkungan dan didata bahwa sudah mengambil beras”.57  
 
f. Tepat kualitas  
Kualitas beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan 
kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku. 
Tetapi, dalam pelaksanannya penerima manfaat beras raskin (raskin) sebagian 
masyarakat ada yang mendapatkan kualitas beras yang agak rendah. Namun, 
kualitas beras yang diterima oleh masyarakat di tahun 2014 dari awal pembagian 
beras sampai akhir di Kelurahan Romang Polong pembagian beras yang diterima 
oleh masyarakat sama maksudnya dengan beras yang agak bagus dan masih layak 
untuk dikonsumsi oleh masyarakat. 
Hasil wawancara dengan Drs. Hasan Gassing Hal diatas dibenarkan bahwa: 
“Kualitas beras memang tidak sebagus yang ada dipasar dibandingkan 
dengan beras yang diberikan kepada masyarakat penerima RTS karna apa yang 
dikirimkan pemerintah pusat kepada kami itu juga kami bagikan kepada 
masyarakat”.58 
 
Penjelasan diatas dari wawancara oleh kepala lingkungan Romang Polong 
dalam pendistribusian kualitas beras memang tidak seperti yang diharapakan 
masyarakat penerima RTS dengan kualitas berasnya sama bagus yang ada 
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dipasar-pasar. Karna lamanya pengiriman beras dan terlalu lama tersimpan 
digudang sehingga itu menjadi penyebab jelek kualitas berasnya. 
Hasil wawancara dengan H. Sutte yang mengatakan bahwa: 
“Kualitas beras yang diberikan kepada masyarakat penerima beras miskin 
memang berbau bahkan ada masih banyak ampas berasnya, sehingga pemerintah 
disini harus mengevaluasi kualitas berasnya sebelum diberikan kepada 
masyarakat penerima beras miskin”.59  
 
Hasil wawancara dengan Dg. Tarring yang mengatakan bahwa: 
“Anjo berasaka tenaja baji dudu siagan nia inja rasa awannna erok ri apa 
paen onjoji na sareangki pammarentaya katte ri alle mami. Tapi hargana anjo 
berasaka lammoroki jari ri maklumiji anjo berasa ri sareangki.
60
 
 
Translate: (Kualitas berasnya memang tidak bagus dan berbau tapi mau di 
apalagi hanya itu yang diberikan pemerintah kita harus terima. Tapi harganya 
yang murah sehingga saya lebih mengerti kondisi berasnya). 
Pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan 
kewenangan negara harus berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan dan 
mengevaluasi keluhan masyarakat untuk mensejahterahkan masyrakatnya, Plato 
juga mengajarkan bahwa tujuan, tugas dan fungsi negara ialah untuk kesenangan, 
kebahagiaan, kesejahteraan manusia yang menjadi warganya. Lebih jelas lagi 
terlihat bahwa negara semata- mata hanyalah alat bagi manusia untuk mencapai 
kesenangan, kebahagiaan dan kesejahteraan hidup.
61
 
Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Syamsuddin, S.Sos, M.si yang 
mengungkapkan: 
“Bahwa poin indikator yang diatas untuk mencapai keberhasilan program 
ini. Diantaranya tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat 
                                                 
59
Wawancara dengan H. Sutte (Tokoh masyarakat) wawancara pada tanggal 5 mei 2015, 
pukul 13:00 wita. 
60
Wawancara dengan Dg. Tarring (penerima Beras Miskin) wawancara pada tanggal 6 mei 
2015, pukul 15:00 wita. 
61 J.H. RAPAR, Filsafat Politik, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 3. 
61 
 
kualitas dan tepat administrasi. Inilah yang menjadi poin indikator untuk 
mencapai keberhasilan. Tapi disini kami akan terus berusaha agar Raskin ini bisa 
maksimal”.62  
 
Jumlah penerima raskin di Kelurahan Romang Polong semakin tahun 
semakin meningkat, ini dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk dari 
tahun ketahun, baik itu berupa penambahan keluarga yang menikah, masyarakat 
yang pendatang dari luar masuk ke Kelurahan Romang Polong dan angka 
kelahiran. Pada tahun 2014, jumlah penerima raskin di Kelurahan Romang Polong  
mencapai 224 kepala keluarga dari berbagai bidang pekerjaan yang 
berpenghasilan rendah. 224 keluarga ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
 
Tabel. XII 
Daftar Nama-Nama Kepala Keluarga yang menerima Raskin di Kelurahan 
Romang Polong Tahun 2014 
 
No 
Kepala Rumah Tangga  
No 
Kepala Rumah Tangga 
Nama Jenis 
Kela
min 
Um
ur 
Nama Jenis 
Kem
in 
Um
ur 
1 Abd. Rahman L 35 113 Bado L 47 
2 Dg. Sunggu  P 40 114 Dg. Tiro  L 54 
3 Jufri  L 39 115 Basri Dg. Sere L 30 
4 Asikin dg. Ngewa L 36 116 Dg. Nangka  L 43 
5 Saharuddin L 32 117 Hamsinah P 40 
6 Rahim Bunga L 53 118 Hanaping L 42 
7 Rahmatia P 40 119 Dg. Suri P 62 
8 Jumakking L 44 120 Lesang L 65 
9 Dg. Lebang  P 82 121 Agus L 51 
10 Umar  L 63 122 Maming dg. Luring L 67 
11 Serang  L 57 123 Ramli L 37 
12 Saha  L 27 124 Fatimah P 48 
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13 Ilyas  L 30 125 Rasdi L 41 
14 Dg. Bundu  L 78 126 Gappa L 50 
15 Nurjannah  P 34 127 Mustam L 38 
16 Dg. Liwang L 40 128 Syarifuddin L 31 
17 Subu L 61 129 Syamsir L 33 
18 Dg. Ngalle  L 62 130 Mustafa L 43 
19 Lia  P 26 131 Jumani L 62 
20 Muh Ali L 37 132 Kasim L 36 
21 Caco L 59 133 J Dg. Nyampa L 55 
22 Amiruddin L 37 134 Juma Dg. Saing L 77 
23 Kaseng L 66 135 Dg. Tarring P 66 
24 Syarif L 62 136 Ramli L 27 
25 Saidi L 57 137 Sohopi L 54 
26 Simba P 74 138 Dg. Pajja P 49 
27 Ngaso L 35 139 Hamzah L 32 
28 M Ansar Nur L 38 140 Ramli Dg. Nai L 53 
29 B Dg. Tene P 62 141 Pajja P 69 
30 Syahrul L 44 142 Muh Arsyad L 48 
31 R Dg. Mone L 32 143 Haeruddin L 29 
32 Bulaeng P 43 144 Dg. Kebo P 35 
33 Darwis L 47 145 Samo L 57 
34 Sijaya L 36 146 Arsyad L 56 
35 Muh Syarif L 28 147 Nurdin Dg. Ngola  L 43 
36 Erwin   L 32 148 Rahman L 43 
37 Sangkala L 46 149 Dg. Ngemba L 37 
38 Dg. Lalang L 38 150 Mante L 44 
39 Saleh Dg. Bani L 37 151 Jufri L 40 
40 Sangkala L 50 152 Annisyah P 27 
41 Dg. Limpo L 32 153 Anto L 44 
42 Jalali L 62 154 Rudi L 28 
43 Ramli L 32 155 Basri L 49 
44 Muchlis L 37 156 Baso Ical L 35 
45 Seni L 47 157 Agustan  L 43 
46 Jumsar L 33 158 Mantasia L 46 
47 Dg. Tutu L 62 159 Saharuddin L 37 
48 Sahabuddin L 52 160 Dg. Buang L 44 
59 Dg. Ngempo L 44 161 Rohani P 52 
50 Muh Rahman L 41 162 Baswar L 44 
51 Sirajuddin L 33 163 Mari P 65 
52 Syamsuddin L 24 164 Dg. Naba L 33 
53 Dua L 76 165 Caco Dg. Jarung L 63 
54 Nyambang L 49 166 Nai Dg. Ngempo L 50 
55 Rusli Dg. Siama L 29 167 Asis Dg. Sila L 43 
56 Edi L 23 168 Hafsah Dg. Pajja P 52 
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57 Takring L 41 169 Saharuddin Hasa L 36 
58 Ribi L 51 170 Saharuddin L 45 
59 Hambali L 71 171 Jiking L 70 
60 Mansyur L 31 172 Dg. Ngona P 58 
61 Luring L 32 173 Dg. Nompo L 70 
62 Da’do L 31 174 Dg. Talli L 37 
63 Nursyam L 37 175 Cabi L 68 
64 Dg. Tija P 67 176 Kulle L 51 
65 Tina P 40 177 Puji P 62 
66 Bakri L 37 178 Abd Malik L 30 
67 Muh Said L 36 179 Sakir L 35 
68 Tulo Dg. Ngerang L 77 180 Rajamang L 58 
69 Anto Dg. Nyikko L 42 181 Nursiah P 58 
70 Dg. Pati  P 69 182 Hapid L 52 
71 Dg. Bondeng P 60 183 Amir L 37 
72 Hasnah P 54 184 Jangki L 57 
73 Dg. Minne P 72 185 Dg. Ngalle L 86 
74 Jumadil L 39 186 Ismail L 28 
75 Sanneng P 45 187 Abdul Aziz L 39 
76 Yadi Dg. Ngeppe L 46 188 Jumadi L 58 
77 Dg. Rajja L 64 189 Maisa P 35 
78 Dg. Basse P 78 190 Sanre Rusli L 36 
79 Dg. Jalling L 49 191 Irwan Rasyid L 32 
80 Bakri L 51 192 Ali Dg. Rurung L 27 
81 Senga L 77 193 Amirullah L 30 
82 Mansyur L 32 194 Ibrahim L 30 
83 Naharia P 46 195 Rustam L 23 
84 Dg. Isa P 49 196 Dg. Baso L 38 
85 Mansyur L 54 197 Dg. Kebo P 74 
86 Muhsin  L 39 198 Uddin Dg. Limpo L 45 
87 Alimuddin L 35 199 Syarifuddin L 40 
88 Haeruddin L 36 200 Badorasang L 68 
89 Baharuddin L 49 201 Suharno L 26 
90 Risal L 36 202 S Dg. Tola L 62 
91 Jaja L 39 203 Kadir Dg. Rani L 39 
92 Sardi L 27 204 A Dg. Tawang L 43 
93 Rauf Dg. Bella L 71 205 Rahman Dg. Rani L 61 
94 Jamaluddin L 34 206 Ibrahim L 35 
95 Erni P 32 207 Rusli L 36 
96 Zakir L 28 208 Syamsuddin L 57 
97 Dg. Limpo L 76 209 Rabanai L 67 
98 Abbas Dg. Situju L 46 210 Zakir L 27 
99 Sambe Dg. Nai L 64 211 Abd Kahar L 37 
100 Saharuddin L 43 212 Muh Arif L 59 
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101 Ibrahim Dg. Talle L 41 213 Abd Haris L 49 
102 Eko Dg. Bella L 42 214 Dg. Sila L 42 
103 Seha Dg. Rapi L 42 215 Rifai L 28 
104 Ahmad Yani L 40 216 Abd Karim  L 41 
105 Amir L 29 217 Bahtiar L 55 
106 Anto L 39 218 Junaid L 36 
107 Dg. Ngola L 70 219 Dg. Jumaria P 58 
108 Nassa L 52 220 Jumasang L 60 
109 Nuntung L 56 221 Rusli L 55 
210 Simba P 53 222 Muliadi L 29 
211 Sugiyanto Urip L 38 223 Abd Rajab L 59 
212 Hasan L 57 224 Dewa  L 82 
Sumber : Data penerima beras miskin di Kelurahan Romang Polong 2014 
Tabel diatas menunjukkan pada Tahun 2014, jumlah penduduk yang 
masuk kriteria penerima Raskin mencapai 224 yang terdiri dari berbagai kalangan 
pekerjaan yang berpenghasilan kurang mampu. Selain itu, umur juga bukan 
menjadi patokan penerima raskin. Seperti pada tabel di atas, kepala keluarga yang 
menerima raskin ada yang berumur 20-an keatas dan ada juga umur 60-an keatas. 
Jadi umur bukanlah patokan untuk menerima raskin dari pemerintah. 
Namun menyangkut rumah tangga penerirma bantuan ini, yang di data dari 
Keluarga Miskin banyak penambahan setiap tahun tanpa di tahu sebabnya  sesuai 
dengan hasil penelitian, terungkap bahwa hanya 180 rumah tangga yang secara 
resmi menjadi penerima Raskin sesuai dengan data dari Kelurahan Romang 
Polong pada tahun 2012. Sedangkan rumah tangga penerima yang didasarkan 
pada hasil di data oleh 2 Kepala lingkungan di Kelurahan Romang Polong lebih 
banyak jumlahnya yaitu ada 224 rumah tangga sasaran pada tahun 2014.
63
 Hal 
seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi sebab sudah termasuk penyelewengan 
dalam pelaksanaan program. Harus tetap diingat bahwa data penerima yang resmi 
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adalah daftar nama yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) berdasarkan hasil pendataan yang 
dilakukan oleh BPS, meskipun seluruh rumah tangga penerima tambahan (hasil 
pendataan Kepala Lingkungan) tersebut cocok untuk menjadi penerima RASKIN 
ini. 
Akibat dari banyaknya jumlah rumah tangga penerima tambahan tersebut, 
maka jatah beras yang diterima oleh rumah tangga penerima resmi bantuan 
RASKIN menjadi berkurang dalam pembagian beras tiap rumah tangga yang 
diberikan oleh pemerintah setempat. Ini merupakan ketimpangan sebab jika 
didasarkan pada aturan maka seharusnya tiap rumah tangga mendapat 15 
Kg/bulan sehingga seharusnya dalam tiap kali pembagian beras, masing-masing 
rumah tangga penerima resmi Raskin  mendapat jatah 60 Kg beras murah ini 
dalam jangka waktu 3 bulan. 
Hasil  wawancara dengan Dg. Jumaria yang mengatakan bahwa: 
“Punna nia ero‟ ritambai tau annarima berasa tenaja anngapa yang 
penting tenaja nakurangi jata berasa risareangi anjo anrasa ri oloa”64 
 
Translate: (penambahan jumlah penerima beras miskin tidak masalah yang 
penting tidak mengurangi jatah yang sudah lama mendapatkan beras sehingga 
tidak terjadinya kericuhan sesama penerima beras miskin) 
 
Dalam hal ini pemerintah setempat harus berperan aktif dalam penanganan 
penerima rumah tangga sasaran baru dengan melaporkan langsung ke Kecamatan 
dengan penambahan jumlah penerima rumah tangga sasaran. Jadi tidak ada ke 
khawatiran oleh masyarakat penerima beras dengan pengurangnya jumlam beras 
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yang diberikan setiap adanya pembagian  jatah beras yang diberikan pemerintah 
setempat. 
Hasil wawancara dengan Dg. Pajja yang mengatakan bahwa: 
“Anne poen nia inja kurangna pambagean berasaka ri kelurahanga karna 
berasa risareangki biasa karongna nia‟ boncoro”.65  
 
Translate: (Namun ada beberapa kejanggalan yang kami dapat pembagian 
Beras Miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong adanya sebagian karung 
beras bocor yang diambil dari pembagian beras). 
  
Terjadinya hal tersebut disebabkan karna berpindah-pindahnya beras yang 
dibagikan kepada masyarakat sehingga membuat beberapa karung ada yang bocor 
sampai ke Kelurahan dan pemerintah setempat membagikan saja walau kondisi 
karung yang bocor. 
Hasil wawancara dengan Dg. Simba yang mengatakan bahwa: 
“Pambagean berasaka anjo na sareangki pammarentaya ri kelurahanga 
tena riassengi anjo battunna nakke kuassengi battu ri tau maraenga atau tau 
assiampika ballana ri kapala lingkungannga”.66 
 
Translate: (Dalam pembagaian beras yang dilakukan oleh pemerintah 
setempat tidak di tahu kapan pastinya pemberiannya  kami hanya mendengar dari 
mulut-kemulut oleh para penerima beras atau yang dekat rumahnya dari kepala 
lingkungan). 
 
Penjelasan diatas dari wawancara bahwa pemerintah haruslah berperang 
aktif dalam mensosialisasikan pembagian beras kepada masyarakat jangan hanya 
segelintir orang saja yang tahu kapan pembagian beras dilaksanakan. Sehingga 
bagi masyarakat penerima bantuan yang belum tahu bisa cepat mengetahuinya 
serta tidak lamanya proses pembagian. Menurut Edward Struktur Birokrasi, 
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merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang 
menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-
fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, 
selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran 
perintah dan penyampaian laporan Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 
birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak 
fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah Standard Operating Procedure 
(SOP) dan fragmentasi.
67
 
 
Sebagai salah satu dari sekian banyak program yang ditetapkan oleh 
Pemerintah dalam usaha dan upaya pengatasan masalah yang lebih merujuk pada 
terbatasnya akses terhadap kebutuhan pangan, pemilihan dan penetapan rumah 
tangga sasaran program Raskin sudah tepat atau benar-benar cocok menjadi 
penerima bantuan ini.  
Meskipun demikian, hal positif yang muncul adalah dengan dibuat 
kesepakatan musyawarah desa yang menetapkan jumlah rumah tangga penerima 
RASKIN tambahan untuk Kelurahan Romang Polong dimana rumah tangga 
tersebut memang benar-benar cocok menjadi penerima bantuan ini, maka secara 
tidak langsung membantu memberikan akses masyarakat miskin untuk memenuhi 
kebutuhan pangan (beras) bagi kelangsungan hidup keluarga mereka sehari-hari. 
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Di dalam proses pelaksanaan pendistribusian bantuan Raskin masih juga 
terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan kenyataan di lapangan. Seperti yang 
telah diuraikan dalam hasil penelitian ditemukan bahwa selama ini jadwal 
pelaksanaan pendistribusian beras dari BULOG sampai ke tangan tiap rumah 
tangga penerima sering tidak tepat waktu karena hanya sekali dalam kurun waktu 
2 atau 3 bulan. 
Terjadinya keterlambatan penyaluran Raskin menyebabkan pengeluhan 
baik dari Pemerintah Kelurahan maupun masyarakat yang menjadi penerima 
bantuan karena sebagian besar rumah tangga mengharapkan beras murah tersebut 
rutin dapat dibagikan setiap bulannya. 
Hasil wawancara dengan Dg. Sila yang mengatakan bahwa: 
“Agar uang yang kami peroleh dari hasil mata pencaharian kami tidak 
habis begitu saja hanya untuk membeli beras dengan harga jual yang mahal 
karena dibeli di warung atau di toko”.68 
 
Penjelasan dari wawancara di atas bahwa Penghasilan mereka yang minim 
mengharuskan masing-masing rumah tangga meminimalisir pengeluaran untuk 
membeli beras (pangan) karena masih harus memenuhi kebutuhan lain seperti 
keperluan dapur lainnya atau biaya pendidikan anak jika rumah tangganya masih 
memiliki anak usia balita/bayi dan usia sekolah, atau biaya kesehatan jika anggota 
rumah tangga yang bersangkutan sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan. 
Sesuai dengan ketentuan program, selama ini tarif yang dikenakan untuk 
tiap kilogram beras adalah senilai Rp. 1.600,- . Di akui oleh seluruh rumah tangga 
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penerima bantuan bahwa penggunaan tarif tersebut sangat meringankan mereka 
dalam memperoleh beras, apalagi tiap rumah tangga tidak pernah dipungut biaya 
lain (pungutan liar) yang kerap kali terjadi dalam pelaksanaan penyaluran Raskin 
di daerah lain.  
Hasil  wawancara dengan H. Baharuddin Hal diatas dibenarkan oleh bapak 
bahwa: 
“Namun terlepas dari pemenuhan ketentuan mengenai tarif yang dikenakan 
dalam tiap pembelian beras Raskin tersebut, seluruh penerima Raskin baik yang 
merupakan penerima resmi yang ditetapkan oleh BPS atau yang ditetapkan 
sebagai penerima tambahan selalu mengeluhkan kualitas atau mutu dari beras 
yang mereka terima, yang cenderung rendah.
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Penjelasan wawancara diatas bahwa hal ini pun diakui oleh pemerintah 
Kelurahan Romang Polong bahwa, selama pelaksanaan Program Raskin, mutu 
dari beras yang disalurkan itu selalu saja buruk. Kondisi beras yang diterima dan 
akhirnya dikonsumsi oleh tiap anggota rumah tangga penerima bantuan ini selalu 
banyak kotorannya, menir, berwarna kuning atau bahkan pernah juga berkutu 
sehingga bagi rumah tangga dengan tingkat ekonomi tinggi, beras yang demikian 
tidak akan dikonsumsi bahkan malah menjualnya lagi, akan tetapi bagi rumah 
tangga penerima Raskin beras dengan mutu yang rendah tersebut tetap 
dikonsumsi meskipun disiasati dengan cara pencucian beras dilakukan minimal 
lima kali. 
Rendahnya mutu beras tersebut sungguh sangat memperhatinkan sebab 
dapat dipahami bahwa ternyata pemerintah tidak mengawasi dan menetapkan 
standar mutu beras yang bersubsidi tersebut. Terlepas dari kekurangan-
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kekurangan dalam implementasi program Raskin tersebut tetap berjalan sesuai apa 
yang diharapakan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan.  
Hasil  wawancara dengan Dg. Bani yang mengatakan bahwa: 
“Tujuan utama program ini sudah dapat tercapai yaitu 
membuka/menyediakan atau meningkatkan akses dan kesempatan bagi tiap-tiap 
rumah tangga miskin dalam memperoleh dan memenuhi kebutuhan beras atau 
pangan bagi keluarganya”.70 
 
Penjelasan hasil wawancara diatas bahwa uraian tersebut memperlihatkan 
bahwa dalam implementasi suatu kebijkan maupun program dalam hal ini 
Program Raskin, dipengaruhi hal-hal yang kemudian dapat menentukan 
keberhasilan atau kegagalan dari suatu implementasi. 
 
B. Faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program 
Beras Miskin (RASKIN) di Kelurahan Romang Polong. 
Hasil penelitian mengenai implementasi program raskin membuktikan 
bahwa terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam  pelaksanaannya. 
  
1. Faktor Pendukung 
Faktor pendukung dalam implememtasi program raskin di Kelurahan 
Pomang Polong  adalah adanya instrumen atau peraturan tentang implementasi 
yang jelas tertulis didalam pedoman umum raskin tahun 2014 serta kesediaan 
petugas dalam melaksanakan raskin, kesediaan warga dalam menerima raskin 
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meskipun terkadang kualitas beras buruk dan ketepatan waktu para RTS dalam 
membayar raskin sehingga  penyaluran berjalan lancar tanpa ada tunggakan.  
a. Sosialisasi pemerintah 
Hasil wawancara dengan Syamsuddin,S.Sos,. M.si. Aparatur Kelurahan 
Romang Polong yang menangani kebijakan raskin ini menyampaikan bahwa:  
“Informasi ini melalui ketua RT dan mesjid. Ketua RT yang 
menyampaikan ke  masing-masing masyarakatnya dan juga melalui mesjid agar 
masyarakat yang tidak mendapat informasi dari ketua RT, bisa mendapatkan 
informasi yang disampaikan oleh mesjid”.71 
 
Hasil  wawancara dengan Dg. Bani dapat disimpulkan faktor pendukung 
yang dihadapi dalam pelaksanaan program beras miskin mengatakan bahwa: 
“Faktor  pendukung dalam menyalurkan Raskin ini yaitu petugas yang di 
tugaskan mengangani Raskin ini betul-betul mengerjakan tugasnya serta 
masyarakat juga menerima  Raskin ini dengan tangan terbuka walaupun kualitas 
beras itu buruk”.72  
 
Dalam menjalankan suatu kebijakan haruslah pemerintah terlebih 
melakukan sosialisasi sehingga bisa berjalan dengan baik serta evaluasi apa yang 
menjadi permasalahan dari kebijkan tersebut. Menurur Edward haruslah ada 
Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 
implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan 
dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target 
group), sehingga akan mengurangi distorsi imlpementasi.
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b. Partisipasi masyarakat 
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 Faktor pendukung yang peneliti dapatkan dari informan yang Nurdin Dg. 
Ngola, yang berprofesi sebagai petani. hasil wawancara dapat disimpulkan faktor 
pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan program beras miskin (Raskin) 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
“Besarnya partisipasi masyarakat  di Kelurahan Romang Polong dan 
aparat kelurahan dalam mensosialisasikan program beras miskin (Raskin) baik 
melalui berbagai pertemuan sosial, penyebaran melalui mulut ke mulut.
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Faktor  pendukung yang peneliti dapatkan dari informan yang Dg. Bani, 
tokoh masyarakat di Kelurahan Romang Polong. hasil wawancara dapat 
disimpulkan faktor pendukung yang dihadapi dalam pelaksanaan program beras 
miskin (raskin) diantaranya adalah sebagai berikut :  
 “Adanya usulan dari RT untuk keluarga yang tidak mampu dari segi 
pendapatan dan ekonomi agar keluarga yang tidak mampu benar-benar 
mendapatkan jatah beras miskin (raskin”).75 
 
 
2. Faktor Penghambat 
Faktor penghambat dalam implementasi/pelaksanaan Program Beras 
Untuk Rakyat Miskin (Raskin) mulai dari tahap Pusat, Provinsi, Kabupaten, 
Kecamatan, Kelurahan sampai pada saat sampai di tangan Rumah Tangga Miskin 
Sasaran Raskin tentu saja mengalami banyak masalah, dan oleh karena itu melalui 
peneltian ini peneliti menemukan beberapa pokok permasalahan yang dalam 
pelaksanaan distribusi beras Raskin tersebut adapun masalah-masakah yang 
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muncul pada pelaksanaan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) yang ada di 
Kelurahan Romang Polong adalah sebagai berikut: 
a. Penetapan Daftar nama-nama Rumah Tangga Miskin Sasaran Raskin yang 
tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya. 
 
Hasil wawancara dengan Dg. Bani yang menyampaikan bahwa: 
“Dalam pendataan ditemui adanya kesalahan sasaran meskipun dalam 
tingkat yang relatif rendah, Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak 
miskin yang menjadi penerima Raskin  dan adanya rumah tangga miskin yang 
belum menjadi penerima Raskin, adapun beberapa faktor yang diperkirakan 
melatar belakangi kesalahan sasaran”.76 
 
Hal ini tidak sejalan dengan kebijakan yang diharapkan masyarakat 
sehingga pemerintah harus lebih mengedepankan keluhan masyarakat sehingga 
kebijakan bisa dapat berjalan dengan baik. Menurut Edward kepala pemerintah 
harus memiliki Sumber daya manusia bagus, dimana meskipun isi kebijakan telah 
dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor 
kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan 
berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, 
misalnya kompetensi implementor dan sumber daya financial.
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b. Kurangnya koordinasi antara pihak penyelenggara pelaksanan distribusi 
Beras Raskin 
Hasil wawancara dengan Syamsuddin,S.Sos,. M.si. Aparatur Kelurahan 
Romang Polong yang menangani kebijakan raskin ini menyampaikan bahwa: 
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“Koordinasi tentu sangat dibutuhkan dalam setiap pelaksanaan kegiatan 
hal tersebut di upayakan agar terdapat pembagian kerja yang jelas sehingga 
tidak terjadi timpang tindih fungsi dan tugas masing-masing bidang, dan Secara 
umum koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Raskin dinilai lemah”.78 
 
Pengawasan dalam hal ini mengacuh pada pelaksanaan monitorin oleh 
pihak otoritas yang memiliki wewenang dalam proses penyaluran beras untuk 
rakyat miskin tersebut, yaitu pusat kepada Provinsi, Provinsi kepada Kabupaten, 
dan seterusnya hingga pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kecamatan 
terhadap pelaksanaan distribusi beras Raskin oleh pihak Kelurahan kepada 
masyarakat. 
  Sama halnya yang diungkapkan oleh ibu Norma yang bekerja di kantor 
Kelurahan Romang Polong mengungkapkan bahwa faktor yang menghambat 
dalam program Raskin ini yaitu: 
 Pendataan warga yang belum tepat sasaran, tidak adanya kotak saran 
untuk mengadu masalah masyarakat, kurang mengeceknya beras yang ada.
79
  
 
faktor penghambat yang peneliti dapatkan dari hasil wawancarai yang 
dengan informan yang bekerja di kantor kelurahan romang polong (Kepala 
Lingkungan ), dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat atau kendala yang 
dihadapi dalam pelaksanaan program beras miskin (raskin) adalah sebagai berikut 
Sering terjadi keterlambatan kedatangan beras miskin (Raskin) sehingga tidak 
sesuai dengan jadwal yang ditentukan karena belum terkumpulnya uang kepada 
ketua RT sehingga agak sedikit terlambat untuk mengambil beras miskin 
(Raskin). Menurut Edward Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki 
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oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka 
implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang 
diinginkan oleh pembuat kebijakan. Menyatakan bahwa sikap dari pelaksana 
kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda 
dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat 
mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) 
dan insentif.
80
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BAB IV 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 
maka dapat disimpulkan sebagai berikut implementasi Program Beras 
untuk Keluarga miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong 
Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa belum berjalan sesuai 
dengan yang di harapkan, seperti 6 T sebagai patokan keberhasilan 
pemerintah dalam menjalankan kebijakan yaitu tepat sasaran, tepat 
jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas,dan tepat administrasi. 
Pembagian beras tidak tepat waktu dikarenakan struktur birokrasi yang 
terlalu panjang, dan rumit, serta mutu beras yang rendah akibat 
kurangnya pengawasan pemerintah terhadap standar mutu beras yang 
kemudian di distribusikan ke masyarakat. 
2. Adapun permasalahan yang timbul dalam Implementasi Program 
Beras Untuk Rakyat miskin (Raskin) di Kelurahan Romang Polong 
yaitu Penetapan Daftar nama-nama RTMS Raskin yang tidak sesuai, 
Kurangnya koordinasi antara pihak penyelengara pelaksanan distribusi 
beras Raskin, Kurangnya pengawasan dari Pejabat yang berwenang 
terhadap proses penyaluran Raskin.  
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B. SARAN 
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka ada beberapa saran yang dapat 
diajukan peneliti yaitu : 
1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi tentang Program Beras untuk 
Keluarga miskin (Raskin) terutama di tingkat desa agar pemerintah desa dan 
seluruh masyarakat mengetahui dan memahami ketentuan program sehingga 
mematuhi ketentuan tersebut dan BPS harus lebih memperhatikan keakuratan 
data untuk meminimalisir kesalahan penentuan penerima bantuan Raskin. 
2. Dalam pelaksanaan program ini perlu adanya jalur koordinasi yang jelas baik 
antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Kabupaten, Kecamatan dan 
Kelurahan juga dengan Perum BULOG sebagai penyedia stok beras Raskin, 
agar nantinya tidak terdapat miskomunikasi dan tumpang tindih kepentingan 
antara Lembaga tersebut dan diharapkan dalam setiap pelaksanaan 
kegiatannya terdapat control atau pengawasan oleh pemerintah setempat. 
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